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ABSTRAK 
AIDIR ALI, B11111430. Tinjauan Yuridis Persetubuhan Terhadap Anak Yang 
Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan Nomor 137/Pid.Sus/ 
2014/PN.PLP),dibawah bimbingan oleh Syamsuddin Muchtar selaku Pembimbing I 
dan Nur Azisa selaku Pembimbing II. 
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan hokum 
pidana meteriil dan pertimbangan hukum hakim dalam mengadili dan memutus 
perkara persetubuhan terhadapanak yang dilakukan secara berlanjut dalam putusan 
nomor 137/Pid.Sus/ 2014/PN.Plp). 
Penelitianinidilakukan di Pengadilan Negeri Palopo dengan metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah Metode Kepustakaan dan Metode 
wawancara, data yang diperoleh dianalisis sehingga mengungkapkan hasil yang 
diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penuntut Umum memberikan 
dakwaan terhadap terdakwa dengan Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 KUHP. Hal  ini sudah sesuai dengan 
peraturan yang berlaku sebab korban dalam perkara ini merupak ananak yang 
berusia 16 tahun sehingga menggunakan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak dan terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan tersebut 
secara berlanjut yakni lebih dari10 (sepuluh) kali. 2) Hakim   dalam menjatuhkan 
putusannya lebih ringan dari apa yang dituntut oleh penuntut umum yakni pidana 
penjara selama3 (tiga) tahun6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp60.000.000 







Assalamu Alaikum Wr.Wb. 
Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala 
limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dapat 
terselesaikan. Sekalipun, penulis menyadari bahwa di dalamnya masih banyak 
kekurangan-kekurangan, karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis 
sangat mengharapkan berbagai masukan atau saran dari para penguji untuk 
penyempurnaannya. Serta Salam dan Shalawat kepada junjungan Nabi Besar 
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ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada ayahanda Said pewali dan 
ibunda Nurmiaty yang tidak pernah mengeluarkan kata lelah membanting tulang 
mencari nafkah demi Penulis agar dapat terus melanjutkan studi. Apapun yang 
Penulis dapatkan hari ini belum mampu membalas jasa-jasa mereka, Penulis sadar 
bahwa hari ini adalah awal di mana Penulis harus membuktikan kepada kedua 
orang tua bahwa Penulis akan membalas jasa-jasa orang tua dan 
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A. Latar Belakang Masalah 
Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, telah 
membawa berbagai dampak positif dan negatif. Dampak positif telah 
meningkatkan peradaban dan sumber daya manusia serta sumber daya 
teknologi yang semakin canggih dan ultra modern. Sedangkan dampak negatif 
telah menimbulkan pencemaran sumberdaya lingkungan hidup, dan yang paling 
mencengankan adalah pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam 
berbagai tindak kejahatan dan kekerasan sebagai mana nampak dalam interaksi 
sosial masyarakat dewasa ini. Kondisi tersebut telah hampir merata baik di 
lingkungan kehidupan pedesaan,maupun dalam kawasan kumuh dan elit di 
perkotaan. 
Pergaulan manusia dalam interaksi  sosial masyarakat telah menimbulkan 
berbagai pelanggaran hukum berupa tindak kejahatan dan kekerasan, antara lain 
semakin merebaknya tindak pidana kekerasan terhadap anak dan perempuan 
dalam rumah tangga. Hal itu antara lain disebabkan oleh faktor-faktor  ekonomi 
keluarga,  lingkungan hidup, pergaualan bebas yang kurang mengindahkan 
kaidah-kaidah moral dan agama,  serta kurangnya pengawasan keluarga mulai 
orang tua baik suami maupun isteri,  anak dan anggota keluarga lainnya. 
Semuanya perlu ditanggulangi baik secara prefentif dan persuasife,maupun 
Secara represif guna mewujudkan keamanan, ketertiban masyarakat.  
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Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan 
martabat manusia serta menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, 
yang termasuk menjamin perlindungan anak karena anak juga memiliki hak-hak 
yang termasuk dalam  hak asasi manusia.  Agar setiap anak kelak mampu 
memikul tanggung jawab sebagai generasi penerus bangsa maka anak 
mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang 
secara optimal, baik mental maupun fisik serta sosial. Maka perlu dilakukan 
upaya perlindungan anak terhadap pemenuhan anak tanpa ada diskriminasi 
(Undang-Undang No. 23 tentang Perlindungan Anak).  
Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat 
menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar. Anak memiliki peran 
strategis  dan mempunyai ciri dan sifat  khusus yang menjamin kelangsungan 
eksistensi bangsa dan negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin 
kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak 
asasi manusia. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa,  yang 
di dalamnya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, bahwa 
anak adalah tunas potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan 
bangsa  
Sebagai generasi penerus bangsa, anak merupakan tunas bangsa yang 
akan melanjutkan eksistensi suatu bangsa, dalam hal ini adalah Bangsa 
Indonesia. Namun pada akhir-akhir  ini sering terdapat suatu tindak pidana 
mengenai persetubuhan dengan anak. Hal ini merupakan ancaman yang sangat 
besar dan berbahaya bagi anak.  
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Tindak pidana persetubuhan terhadap anak merupakan tindak pidana 
yang banyak terjadi di masyarakat pada saat ini, yang lebih memprihatinkan lagi 
korbannya adalah anak. Anak banyak menjadi korban tindak pidana 
persetubuhan karena kurangnya perhatian dari orang tua serta kondisi 
lingkungan anak yang mendukung terjadinya tindak pidana perkosaan tersebut, 
selain itu secara fisik dan mental anak jauh lebih lemah dari pelaku.  Hal ini tentu 
saja merusak masa depan mereka karena tindak pidana perkosaan memberikan 
dampak yang cukup besar terhadap anak baik secara fisik maupun mental yang 
mempengaruhi sikap anak terhadap orang lain..  
Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam 
dirinya juga melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak 
adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, 
memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin 
kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Bahwa agar 
setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu 
mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang 
secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, sehingga 
perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak 
dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya 
perlakuan tanpa diskriminasi.  
Hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak.  Namun realitas 
kehidupan  anak  selama ini belum menggembirakan, nasib mereka  tidak 
seindah  seperti  yang  telah  diamanatkan  oleh  Undang-Undang. Anak sangat 
rentan menjadi korban dalam suatu delik. Anak sering kali menjadi objek  
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kejahatan,  hal  ini  disebabkan  karena  adanya  ketidakberdayaan seorang 
anak. 
Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mugkin, yaitu sejak 
dari janin dalam kandungan sampai anak belum mencapai umur 18 tahun.  
Bertitik  tolak  dari  konsepsi  perlindungan  anak  yang  utuh, menyeluruh dan 
komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan 
perlindungan kepada anak berdasarkan asas nondiskriminasi, asas  kepentingan 
terbaik bagi anak, asas  hak  untuk hidup,  kelansungan  hidup  dan  
perkembangan,  asas  penghargaan terhadap pendapat anak. 
Indonesia telah meratifikasi konvensi hak anak-anak (convention of the 
rights of the child) konvensi yang dihasilkan oleh sidang majelis PBB pada  
tanggal  20  November  1989.  konsekuensi  dari  ratifikasi  tersebut Indonesia  
harus  memajukan  serta  melindungi  kepentingan  dan  hak-hak anak  sebagai 
manusia  seperti  tertera  dalam  konvensi  tersebut.  Pemerintah  juga  secara  
khusus  telah  membuat  Undang-Undang  Nomor 23  Tahun  2002  Tentang  
Perlindungan  Anak  untuk  melindungi  hak-hak Anak. 
Pada  kenyataannya  hak-hak  anak  belum  sepenuhnya  terpenuhi, 
melainkan kejahatan terhadap anak seperti persetubuhan dan pencabulan masih 
saja terus terjadi bahkan ada anak yang sampai dibawa lari oleh lelaki yang tidak 
bertanggung jawab. Oleh karena itu maka perlindungan terhadap  hak-hak  anak 
sangat  diperlukan  guna  meminimalisir kejahatan tersebut. 
Kasus  persetubuhan anak  juga sering terjadi di kota Palopo. Adapun 
posisi kasusnya secara singkat adalah Ardiansyah harbi alias Bayu (tersangka) 
merupakan teman istimewa Puja rezkia M (korban). Awalnya Ardiansyah harbi 
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alias Bayu mengajak Puja rezkia M ke rumahnya yang terletak di jalan garuda no 
24 perumnas kota Palopo. Tiba di rumah terdakwa, tidak ada satupun orang 
berada di sana kecuali terdakwa dan korban, sehingga terdakwa mengajak 
korban ke kamarnya tidur terdakwa. Di dalam kamar, terdakwa mengajak korban 
bersetubuh dengan terdakwa. Tetapi korban menolaknya kemudian terdakwa 
merayunya.  
Kasus persetubuhan di bawah umur yang terjadi di kota palopo tersebut, 
memberikan gambaran awal saat penulis melakukan penilitian skripsi dengan 
judul “Tinjuan Yuridis Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur Yang 














B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya 
maka yang menjadi permasalahan dalam rumusan ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak 
pidana Persetubuhan Terhadap Anak Yang Dilakukan Secara Berlanjut 
sesuai putusan No.137/ Pid.Sus/ 2014/PN.Plp. 
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap 
tindak pidana persetubuhan yang dilakukan secara berlanjut sesuai 
putusan No.137/ Pid.Sus/ 2014/PN.Plp. 
C.  Tujuan Penulisan 
Sehubungan dengan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian 
dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku 
tindak pidana Persetubuhan Terhadap Anak Yang Dilakukan Secara 
Berlanjut sesuai putusan No.137/ Pid.Sus/ 2014/PN.Plp. 
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mejatuhkan pidana 
terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan 








A. Pengertian Tinjauan Yuridis  
Tinjauan Yuridis terdiri dari kata “tinjauan” dan “yuridis”. Tinjauan berasal dari 
kata “tinjau” yang artinya mempelajari dengan cermat, memeriksa. Kata tinjau 
mendapat akhiran –an menjadi tinjauan yang artinya perbuatan meninjau, 
pengertian kata tinjauan dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data, 
pengolahan, dan analisa secara sistematik. Sedangkan yuridis diartikan sebagai 
menurut hukum atau yang ditetapkan oleh undang-undang.  
Jadi, tinjauan yuridis dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang 
teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan 
objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang.  
Adapun pengertian Tinjauan Yuridis jika dikaji menurut Hukum Pidana, 
adalah dapat kita samakan dengan mengkaji hukum pidana materiil yang artinya 
kegiatan pemeriksaan teliti terhadap semua ketentuan peraturan yang menunjukkan 
tentang tindakan-tindakan yang mana adalah merupakan tindakan-tindakan yang 
dapat dihukum, siapakah orangnya yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap 
tindakan-tindakan tersebut dan pidana yang bagaimana yang dapat dijatuhkan 




B. Tinjuan Umum Tindak Pidana 
 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Istilah tindak pidana dalam bahasa latin disebut dengan Delictum atau Delicta 
yaitu delik, dalam Bahasa Inggris tindak pidana dikenal dengan istilah  Delict,  yang 
artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat  dikenakan hukuman. sementara 
dalam bahasa Belanda tindak pidana dikenal dengan istilah  Strafbaarfeit, yang 
terdiri dari tiga unsur  kata, yaitu  straf,  baar  dan  feit.Straf diartikan sebagai pidana 
dan hukum,  baar   diartikan sebagai dapat atau boleh, sementara  feit  lebih 
diartikan sebagai tindak, peristiwa, dan perbuatan atau sebagian dari suatu 
kenyataan. Secara harfiah strafbaafeit dapatdiartikan sebagai sebagian dari suatu 
kenyataan yang dapat dihukum. Dari pengertian tersebut, dapat  ditarik kesimpulan 
bahwa yang dapat dihukum adalah kenyataan, perbuatan atau peristiwa, bukan 
pelaku.  
Menurut Adami Chazawi (2008:67-68) Bahwa:  
Di Indonesia sendiri dikenal adanya tujuh istilah yang digunakan sebagai 
terjemahan dari istilah  Strafbaarfeit. Istilah yang pernah digunakan baik yang 
digunakan dalam perundang-undangan maupun dari literatur-literatur hukum 
diantaranya adalah tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, 
perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum dan yang 
terakhir adalah perbuatan pidana.  
Sulitnya memberikan pengertian terhadap strafbaarfeit, membuat para ahli 
mencoba untuk memberikan defenisi tersendiri dari sudut pandang mereka yang 




Moeljatno  (Adami Chazawi, 2008:71)  dalam memberikan defenisi tentang 
strafbaarfeit, menggunakan istilah perbuatan pidana. Beliau memberikan pengertian 
perbuatan pidana sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum 
larangan, dimana di sertai dengan ancaman pidana bagi yang melanggar larangan 
tersebut”  
Hezewinkel Suringa (P.A.F.Lamintang,1997:181) mendefinisikan  strafbaarfeit  
sebagai  
suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak dalam 
sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus  
ditiadakan olehhukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang 
bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.  
Sementara itu, Jonkers  (Bambang Poernomo, 1982:91)memberikan defenisi 
tentang  strafbaarfeit  menjadi 2 bagian, yaitu : 
a. Definisi pendek memberikan pengertian strafbaarfeit sebagai kejadian  
(feit)  yang dapat diancam  pidana oleh undang-undang. 
b.  Definisi panjang memberikan pengertianstrafbaarfeit sebagai suatu 
kelakuan yang melawan hukum yang dilakukan baik dengan sengaja 
maupun lalai oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. 
Dari pengertian Jonkers tersebut maka dapat  ditarik kesimpulan mengenai 
unsur-unsur dari suatu  strafbaarfeit , yaitu ; 
a. Perbuatan melawan hukum 
b. Dengan sengaja 
c. Dapat dipertanggungjawabkan 
d. Diancam pidana 
Selain Jonkers, Pompe (Bambang Poernomo,1982 :91) dalam  memberikan 
defenisi tentang  strafbaarfeit   juga membagi atas 2 pengertian, yaitu : 
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a. Definisi menurut teori memberikan pengertian  strafbaarfeit sebagaisuatu 
pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar 
dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan 
menyelamatkan kesejahteraan umum. 
b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan  strafbaarfeitsebagai suatu 
kejadian ( feit )  yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan 
sebagai perbuatan yang dilarang. 
Definisi secara  teoritis  tersebut  memberikan pemahaman bahwa setiap 
perbuatan yang dilakukan yang melanggar  norma ataupun hukum, wajib untuk 
dilakukan hukuman atau sanksi agar tatanan hukum dan kesejahteraan masyarakat 
tetap dapat terjaga. Menurut defenisi teori tersebut, agar  seseorang dapat dihukum 
makadalam perbuatan tersebut  harus  mengandung unsur melawan hukum dan 
unsur  kesalahan ( schuld )  baik dengan sengaja maupun tidak sengaja.  
Sementara defenisi menurut hukum positif, perbuatan yang dapat dihukum tidak 
cukup jika hanya mengandung unsur melawan hukum dan unsur kesalahan, namun 
dalam perbuatan itu juga harus  mengandungunsur pertanggunjawaban atau 
dengan kata lain, orang dapat dipidana jika orang yang melakukan tindak pidana 
mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab serta perbuatan tersebut dalam 
undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang harus dihukum. 
Hal di atas  sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Simons (P.A.F. 
Lamintang, 1997:185) bahwa  strafbaarfeit  adalah : 
Suatu tindakan melanggar  hukum yang telah dilakukan dengan sengaja 
ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan 
atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai 
suatu tindakan yang dapat dihukum. 
Alasan dari Simons, apa sebabnya  strafbaarfeit itu harus dirumuskan seperti 
di atas adalah karena : 
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a. Untuk adanya suatu  strafbaarfeit itu disyaratkan bahwa di situ harus 
terdapat satu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh 
undang-undang,  di mana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban 
semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat 
dihukum; 
b. Agar  sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut  harus 
memenuhi semua unsur  dari delik seperti yang dirumuskan di dalam 
undang-undang, dan 
c. Setiap  strafbaarfeit  sebagai pelanggaran terhadap larangan atau 
kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu 
tindakan melawan hukum atau merupakan suatu  onrechtmatige 
handeling. 
Lebih lanjut Simons (P.A.F.Lamintang,1997:186) mengatakan, sifatnya yang 
melawan hukum seperti dimaksud di atas itu timbul dengan sendirinya dari 
kenyataan, bahwa tindakan tersebut  adalah bertentangan dengan sesuatu 
peraturan dari undang-undang, hingga pada dasarnya sifat tersebut bukan 
merupakan suatu unsur  dari delik yang mempunyai arti yang tersendiri seperti 
halnya dengan unsur-unsur yang lain.  
Dari banyaknya istilah tentang  strafbaarfeit  Penulis  lebih sepakat untuk 
memakai  istilah tindak pidana,  dengan alasan bahwa istilah tindak pidana bukan 
lagi menjadi istilah awam bagi masyarakat Indonesia dan telah digunakan dalam 
berbagai peraturan perundang-undangan. 
2.   Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Dalam setiap tindak pidana terdapat unsur-unsur yang terkandung di 
dalamnya, yang secara umum dapat dibagi menjadi 2 macam unsur, unsur subjektif 
dan unsur objektif.  
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Unsur subjektif adalah unsur yang melekat  atau yang ada dalam diri si 
pelaku, unsur-unsur tersebut diantaranya adalah :  
1. Niat  
2. Maksud atau tujuan.  
3. Kesengajaan dan ketidaksengajaan (dolus dan culpa) 
4. Kemampuan bertanggungjawab  
Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada kaitannya dengan 
keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Unsur 
tersebut diantaranya : 
1. Perbuatan  
2. Akibat  
3. keadaan-keadaan  
Semua unsur yang terkandung dalam unsur subjektif dan unsur objektif 
merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Artinya bahwa jika salah 
satu unsur tindak pidana tersebut tidak ada maka bisa saja terdakwa dibebaskan 
dari tuntutan.  
Hal tersebut di atas sejalan dengan apa yang dikatan oleh Leden Marpaung 
(Leden Marpaung , 2005:9), bahwa unsur-unsur delik sebagai berikut :  
1. Unsur Subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas 
hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” 
(an act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non 
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facit reum nisi mens sit rea), kesalahan yang dimaksud disini adalah 
kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (Opzet) dan kelapaan (schuld).  
2. Unsur Objektif Merupakan unsur dari luar diri pelaku, yang terdiri atas: 
a. Perbuatan manusia, berupa :  
 Act, yakni perbuatan aktif dan perbuatan posessif  
 Omissions, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu 
perbuatan yang membiarkan atau mendiamkan  
b. Akibat (Result) perbuatan manusia Akibat tersebut membahayakan atau 
merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang 
dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak 
milik, kehormatan dan sebagainya.  
c. Keadaan-keadaan (Circumstances) Pada umumnya keadaan-keadaan ini 
dibedakan antara lain :  
 Keadaan pada saat perbuatan dilakukan  
 Keadaan setelah perbuatan dilakukan  
 Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.  
Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si 
pelaku dari hukuman, adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu 
bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah. 
3.  Syarat Pemidanaan Tindak Pidana 
1) Unsur Perbuatan 
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Unsur perbuatan merupakan unsur pembentuk dari tindak pidana.Pada 
dasarnya tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang 
padanya diletakkan sanksi pidana.  Perbuatan atau feit tidak menunjuk pada hal 
kelakuan manusia dalam arti positif semata, dan tidak termasuk kelakuan manusia 
yang pasif atau negatif.  
Pengertian yang sebenarnya dalam istilah feit adalah termasuk baik 
perbuatan aktif maupun pasif tersebut. Perbuatan aktif artinya suatu bentuk 
perbuatan yang untuk mewujudkannya diperlukan/ disyaratkan adanya suatu 
gerakan atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh manusia, misalnya 
mengambil (Pasal 362 KUHP)  atau merusak (Pasal 406). Sementara itu, perbuatan 
pasif  adalah suatu bentuk tidak melakukan suatu perbuatan fisik apapun yang oleh 
karenanya seseorang tersebut telah mengabaikan kewajiban hukumnya. Misalnya 
perbuatan tidak menolong atau perbuatan membiarkan (Pasal 304 KUHP). 
Kesimpulann aturan mengenai tindak pidana mestinya sebatas menentukan tentang 
perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan.  
Aturan hukum mengenai tindak pidana berfungsi sebagai  pembeda antara 
perbuatan yang terlarang dalam hukum pidana dan perbuatan-perbuatan lain diluar  
kategori tersebut. Adanya aturan mengenai  tindak pidana bertujuan untuk dapat 
mengetahui perbuatan yang dilarang dan tidak boleh dilakukan. Aturan tersebut 
menentukan perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. 
2)  Unsur Pembuat (Dader) 
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Unsur pembuat adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang 
berhubungan dengan diri si pelaku tindak pidana,  dan termasuk didalamnya yaitu 
segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Unsur pembuat merupakan salah 
satu syarat  pemidanaan bagi pelaku tindak pidana yang melakukan kesalahan baik 
itu kesengajaan (dolus)  atau kealpaan (culpa). Telah dikemukakan bahwa 
pertanggung jawaban tindak pidana tidaklah mungkin terjadi tanpa sebelumnya 
seseorang melakukan tindak pidana. Dengan demikian, pertanggungjawaban 
pidana selalu tertuju pada pembuat tindak pidana tersebut. Dalam hal ini pembuat  
tindak pidana tersebut tidak dapat disamakan dengan pelaku materiil. 
C. PENGERTIAN PERSETUBUHAN    
Dalam Pasal 284 KUHP oleh R. Soesilo dalam penjelasannya menerangkan 
yang dimaksudkan dengan persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan 
laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi 
anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, 
sehingga mengeluarkan air mani. 
Tindak pidana kesusilaan mengenai perbuatan persetubuhan dirumuskan 
dalam Pasal 286 dan 287 KUHP yang semuanya merupakan kejahatan. Selain itu, 
secara khusus dirumuskan pula dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak.   
(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman 
kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau 
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dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima 
belas) tahun dan paling singkat  3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 
Rp300.000.000,00 (tigaratus juta rupiah) dan paling sedikit 
Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). 
(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula 
bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, 
serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan 
dengannya atau dengan orang lain. 
 
Adapun unsur-unsur dalam Pasal 81 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak, yakni : 
1) Unsur-unsur Objektif    
Unsur objektif adalah unsur tindak pidana yang menunjuk  
kepada keadaan lahir dari perbuatan tersebut. Dalam pasal ini,  
unsur-unsur objektif adalah sebagai berikut: 
a. Setiap Orang  
Yang dimaksud dengan perkataan setiap orang adalah menunjukkan 
bahwa siapa saja yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua 
unsur dari tindak pidana yang dimaksud di dalam ketentuan pidana yang 
diatur dalam pasal ini, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tidak pidana 
tersebut. 
b. Dengan Sengaja  
Dalam Konteks ini si pelaku melaksanakan tindakan terlarangnya 
disertai dengan kesengajaan. Atau si pelaku melakukan tindak pidana 
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pencabulan tersebut dengan kesengajaan yang bersumber pada kehendak 
hatinya untuk melakukan apa yang diperbuatnya tersebut. 
c. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak 
melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain 
Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan 
jasmani yang tidak kecil dengan secara tidak sah dengan tangan atau 
dengan segala macam senjata dan sebagainya sehingga korban menjadi 
pingsan atau tidak berdaya. 
2) Unsur-unsur Subjektif   
Unsur subjektif adalah unsur tindak pidana yang menunjukan adanya 
niatan si pelaku tindak pidana untuk berbuat kriminal. Dalam konteks ini si 
pelaku melaksanakan tindakan terlarangnya disertai dengan kesengajaan.   
Sedangkan dalam Pasal 81 Ayat (2) terdapat unsur membujuk yang 
merupakan perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain agar kehendak 
orang itu sama dengan kehendaknya. Dalam hal ini, sifat membujuk lebih 
menekankan pada mengiming-imingi sesuatu terhadap anak yang secara 
psikis masih lugu dan polos sehingga lebih mudah dipengaruhi kehendaknya. 
 
D. Tinjauan Umum Tentang Perbarengan/Concursus  
1. Definisi Perbarengan (Concursus)  
Dalam kasus hukum, perbarengan juga disebut samenloop (Belanda) atau 
disebut juga concursus. Prodjodikoro (2003:49) menerjemahkan samenloop dengan 
gabungan tindak pidana. Maka dalam pengambilan keputusan kita menjumpai 
keadaan bahwa ada beberapa orang dan satu peristiwa pidana, dan dalam keadaan 
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bersamaan ada beberapa peristiwa dan seorang. Yang terakhir ini juga menjadi 
recidive (pengulangan kejahatan). Perbedaan antara kejahatan kebersamaan dan 
recidive adalah bahwa dalam hal recidive terjadi peristiwa pidana itu dihentikan oleh 
putusan hakim. Walaupun begitu, si terhukum masih melakukan beberapa peristiwa 
tanpa adanya kesempatan bagi hakim untuk memberi peringatan. Adanya 
perbarengan apabila ada beberapa tindak pidana yang dilakukan, dan diantara 
beberapa perbuatan pidana itu si pembuat tidak diadili bertalian salah satu 
perbuatan pidana yang dilakukan. Sedangkan  recidive apabila ada beberapa 
perbuatan pidana. Setelah si pelaku diadili, ia melakukan perbuatan pidana lagi. 
Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menyatakan adanya suatu 
gabungan adalah: 
a. Ada dua/lebih tindak pidana yang dilakukan  
b. Bahwa dua/lebih tindak pidana tersebut dilakukan oleh satu orang 
(atau dua orang dalam hal penyertaan) 
c.  Bahwa dua/lebih tindak pidana tersebut belum ada yang diadili; dan 
d. Bahwa dua/lebih tindak pidana tersebut akan diadili sekaligus. 
2. Sistem Pemidanaan  
Pada dasarnya teori gabungan tindak pidana dimaksudkan untuk menentukan 
pidana apa dan berapa ancaman maksimum pidana yang dapat dijatuhkan 
terhadap seseorang yang telah melakukan lebih dari satu tindak pidana. Kitab 




a. Sistem Absorpsi  
Apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan 
beberapa delik yang masing-masing diancam dengan pidana yang berbeda, maka 
menurut sistem ini hanya dijatuhkan satu pidana saja, yaitu pidana yang terberat 
walaupun orang tersebut melakukan beberapa delik.  
b. Sistem Kumulasi  
Apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan 
beberapa delik yang masing-masing diancam dengan pidana sendiri-sendiri, maka 
menurut sistem ini tiap-tiap pidana yang diancamkan terhadap delik-delik yang 
dilakukan oleh orang itu semuanya dijatuhkan.   
c. Sistem Absorpsi Diperberat  
Apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan 
beberapa jenis delik yang masing-masing diancam dengan pidana sendiri-sendiri, 
menurut stelsel ini pada hakikatnya hanya dapat dijatuhkan satu pidana saja yakni 
yang terberat, akan tetapi dalam hal ini diperberat dengan menambah sepertiga 
(1/3).  
d. Sistem Kumulasi Terbatas  
Apabila seseorang melakukan beberapa jenis perbuatan yang menimbulkan 
beberapa jenis delik yang masing-masing diancam dengan pidana sendiri-sendiri, 
maka menurut stelsel ini, semua pidana yang diancamkan terhadap masing-masing 
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delik dijatuhkan semuanya. Akan tetapi, jumlah pidana itu harus dibatasi, yaitu 
jumlahnya tidak boleh melebihi dari pidana terberat ditambah 1/3 (sepertiga). 
3.  Klasifikasi Concursus  
Concursus dikalsifikasikan menjadi dua yaitu concursus idealis dan 
concursus realis. Adapun pengertian dari kedua concursus tersebut adalah sebagai 
berikut: 
A. Concursus Idealis  
Concursus idealis (eendaadsche samenloop) yaitu suatu perbuatan yang 
masuk ke dalam lebih dari satu aturan pidana. Disebut juga sebagai gabungan 
berupa satu perbuatan yakni suatu perbuatan meliputi lebih dari satu pasal 
ketentuan hukum pidana. Sistem pemberian pidana yang dipakai dalam concursus 
idealis adalah sistem absorbsi, yaitu hanya dikenakan pidana pokok yang terberat. 
Concursus idealis diatur dalam Pasal 63 KUHP. Dalam KUHP bab II Pasal 63 
tentang perbarengan peraturan disebutkan: 
1) Jika suatu perbuatan termasuk dalam lebih dari satu aturan pidana, 
maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu, jika 
berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok 
terberat.  
2) Jika suatu perbuatan yang masuk dalam suatu aturan pidana yang 
umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang 
khusus itulah yang dikenakan.   
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Menurut Pasal 63 Ayat (1) digunakan sistem absorbsi, yaitu hanya dijatuhi 
satu pidana pokok yang terberat. Namun demikian dalam praktik pemidanaan ada 
kemungkinan:  
1) Apabila hakim menghadapi pilihan antara dua pidana pokok yang 
sejenis yang maksimumnya sama, maka menurut VOS dijatuhkan 
pidana pokok dengan pidana tambahan yang paling berat.  
2) Apabila menghadapi pilihan antara dua pidana pokok yang tidak 
sejenis, maka dijatuhkan pidana yang terberat didasarkan urut-urutan 
jenis pidana yang terberat didasarkan urut-urutan jenis pidana seperti 
dalam Pasal 10. 
Selanjutnya dalam Pasal 63 ayat (2) terkandung adagium lex specialis 
derogat legi generali (aturan undang-undang yang khusus meniadakan aturan yang 
umum). Jadi misalkan ada seorang ibu melakukan aborsi/pengguguran kandungan, 
maka dia dapat diancam 
dengan Pasal 338 tentang pembunuhan dengan pidana penjara 15 tahun. 
Namun karena Pasal 341 telah mengatur secara khusus tentang tindak pidana ibu 
yang membunuh anaknya, maka dalam hal ini tidak berlaku sistem absorbsi. Ibu 
tersebut hanya diancam dengan Pasal 341. 
Berdasarkan rumusan Pasal 63 KUHP tersebut, para pakar berusaha 
membuat pengertian tentang perbuatan (feit). Prof. Mr. Hazewinkel-Suringa 
menjelaskan arti perbuatan yang dimuat dalam Pasal 63 KUHP sebagai berikut: 
“perbuatan yang dimaksud adalah suatu perbuatan yang berguna menurut hukum 
pidana, yang karena cara melakukan, atau karena tempatnya, atau karena 
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melakukannya, atau karena objek yang ditujunya, juga merusak kepentingan 
hukum, yang telah dilindungi oleh undang-undang lain”. 
Sedangkan menurut Hoge Raad, Concursus idealis yakni suatu perbuatan 
melanggar beberapa norma pidana, dalam hal yang demikian yang diterapkan 
hanya satu norma pidana yakni yang ancaman hukumannya paling berat. Hal 
tersebut dimaksudkan guna memenuhi rasa keadilan. Begitu juga dengan VOS 
membuat pula satu perumusan jelas tentang feit sebagai satu perbuatan fisik. 
Perbuatan materiil atau perbuatan fisik adalah perbuatan yang dilihat terlepas 
akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan itu, terlepas dari unsur-unsur subjektif 
(kesalahan) dan terlepas pula dari semua hal lain yang menyertai. Jadi misalnya 
terjadi pemerkosaan di jalan umum, maka pelaku dapat diancam dengan pidana 
penjara 12 tahun menurut Pasal 285 tentang memperkosa perempuan, dan pidana 
penjara 2 tahun 8 bulan menurut Pasal 281 karena melanggar kesusilaan di muka 
umum. Dengan sistem absorbsi, maka diambil yang terberat yaitu 12 tahun penjara. 
Dengan diterapkannya sistem ini yakni diberlakukannya satu ketentuan 
hukum, yaitu yang menentukan hukuman pokok terberat. Jadi hanya satu kali diberi 
pidana, apabila atas satu peristiwa yang lebih berat menutupi yang lebih ringan. 
Buah pikiran yang merupakan dasar daripada ketentuan ini ialah bahwa pada satu 
peristiwa hanya boleh diberi pidana satu kali. 
B. Concursus Realis  
Concursus realis (meerdaadse samenloop) terjadi apabila seseorang 
melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri 
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sebagai suatu tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan). 
Concursus realis diatur dalam Pasal 65-71 KUHP. Menurut ketentuan yang termuat 
dalam KUHP, concursus realis dibedakan antara jenis tindak pidana yang 
dilakukan. 
Tindak pidana kejahatan termuat dalam Pasal 65 dan 66 KUHP sedangkan 
tindak pidana pelanggaran termuat dalam Pasal 70 dan 70 bis. Pasal 65 KUHP 
mengatur gabungan dalam beberapa perbuatan yang diancam dengan pidana 
pokok yang tidak sejenis dan sistem pemidanaannya juga menggunakan absorbsi 
diperberat. Perbedaan antara Pasal 65 dan 66 KUHP terletak pada pidana pokok 
yang diancamkan terhadap kejahatan-kejahatan yang timbul karena perbuatan-
perbuatannya itu yaitu apakah pidana pokok yang diancamkan itu sejenis atau 
tidak.  
Sedangkan Pasal 70 KUHP mengatur apabila seseorang melakukan 
beberapa pelanggaran atau apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan 
yang merupakan kejahatan dan pelanggaran. Jika Pasal 65 dan 66 menyebutkan 
tentang gabungan kejahatan dengan kejahatan, Pasal 70 memberi ketentuan 
tentang gabungan kejahatan dengan pelanggaran atau pelanggaran dengan 
pelanggaran.   
Dalam hal ini maka kejahatannya dijatuhkan hukumannya sendiri, 
sedangkan bagi masing-masing pelanggarannya pun dikenakan hukuman sendiri-
sendiri dengan pengertian bahwa jumlah semuanya dari hukuman kurungan yang 
dijatuhkan bagi pelanggaran-pelanggaran itu tidak boleh lebih dari satu tahun 
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empat bulan dan mengenai hukuman kurungan pengganti denda tidak lebih dari 
delapan bulan.  
Pasal 70 bis menentukan kejahatan-kejahatan ringan dianggap sebagai 
pelanggaran. Bagi masing-masing kejahatan ringan tersebut harus dijatuhkan 
hukuman sendiri-sendiri dengan ketentuan bahwa jika dijatuhkan hukuman penjara 
maka jumlah semua hukuman tidak boleh lebih dari delapan bulan. 
1) Sistem pemberian pidana bagi concursus realis  
Sistem pemberian pidana bagi concursus realis ada beberapa macam, 
yaitu:  
a. Apabila berupa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis, 
maka hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah 
maksimum pidana tidak boleh melebihi maksimum terberat ditambah 
sepertiga. Sistem ini dinamakan sistem absorbsi yang dipertajam.  
b. Apabila berupa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang 
tidak sejenis, maka semua jenis ancaman pidana untuk tiap-tiap 
kejahatan dijatuhkan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum 
pidana terberat ditambah sepertiga. Sistem ini dinamakan sistem 
kumulasi diperlunak.  
c. Apabila concursus realis berupa pelanggaran, maka menggunakan 
system kumulasi yaitu jumlah semua pidana yang diancamkan. Namun 




d. Apabila concursus realis berupa kejahatan-kejahatan ringan yaitu Pasal 
302 (1) (penganiayaan ringan terhadap hewan), 352 (penganiayaan 
ringan), 364 (pencurian ringan), 373 (penggelapan ringan), 379 
(penipuan ringan), dan 482 (penadahan ringan), maka berlaku system 
kumulasi dengan pembatasan maksimum pidana penjara 8 bulan.  
e. Untuk concursus realis, baik kejahatan maupun pelanggaran yang diadili 
pada saat yang berlainan, berlaku Pasal 71 yang berbunyi : “jika 
seseorang setelah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan bersalah lagi, 
karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada 
putusan pidana itu maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada 
pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan mengenai 
perkara-perkara diadili pada saat yang sama. 
2)  Pertanggungjawaban terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana 
concursus realis 
Concursus realis yang merupakan perbarengan tindakan jamak atau 
perbarengan dua atau lebih tindakan. Apabila tindakan-tindakan itu berdiri sendiri 
dan termasuk dua atau lebih ketentuan pidana yang dilanggar, sehingga bagi 
pelaku yang melakukan perbuatan perbuatan tersebut dia harus dikenakan pidana 
yang berbeda dengan pelaku yang melakukan yang melakukan tindak pidana 
secara umum. 
Dilihat dari bunyi rumusan Pasal 65 KUHP maka dapat disimpulkan bahwa 
bagi pelaku hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah 
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maksimum pidana tidak boleh lebih dari maksimum terberat ditambah sepertiga. 
Pasal 65 KUHP: 
a) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang 
sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa 
kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka 
dijatuhkan hanya satu pidana.  
b) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang 
diancamkan terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari 
maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga 
c) Concursus Berlanjut  
Perbuatan berlanjut terjadi apabila seseorang melakukan beberapa 
perbuatan (kejahatan atau pelanggaran), dan perbuatan-perbuatan itu 
ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai 
satu perbuatan berlanjut. Dalam MvT (Memorie van Toelichting), kriteria 
“perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga 
harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” adalah: 
1) Harus ada satu niat, kehendak atau keputusan.  
2) Perbuatan-perbuatannya harus sama atau sama macamnya 
3) Tenggang waktu di antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama. 
Sistem pemberian pidana bagi perbuatan berlanjut menggunakan sistem 
absorbsi, yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana terberat, dan bilamana berbeda-
beda maka dikenakan ketentuan yang memuat pidana pokok yang terberat. Pasal 
64 ayat (2) merupakan ketentuan khusus dalam hal pemalsuan dan perusakan mata 
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uang, sedangkan Pasal 64 ayat (3) merupakan ketentuan khusus dalam hal 
kejahatan-kejahatan ringan yang terdapat dalam Pasal 364 (pencurian ringan), 
Pasal 373 (penggelapan ringan), Pasal 407 ayat (1) (perusakan barang ringan), 
yang dilakukan sebagai perbuatan berlanjut. 
 
E. Tinjuan Umum Tentang Anak 
      1. Definisi Anak 
Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari 
perkawinan antar seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak 
menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah 
melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. 
Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang 
merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi 
pembangunan Nasional. Anak adalah aset bangsa. Masa depan bangsa dan negara 
dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang. Semakin baik 
keperibadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan 
bangsa. Begitu pula sebaliknya, apabila keperibadian anak tersebut buruk maka 
akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang (Dellyana, 1990: 50).  
Pada umumnya orang berpendapat bahwa masa kanak-kanak merupakan 
masa yang panjang dalam rentang kehidupan. Bagi kehidupan anak, masa kanak-
kanak seringkali dianggap tidak ada akhirnya, sehingga mereka tidak sabar 
menunggu saat yang didambakan yaitu pengakuan dari masyarakat bahwa mereka 
bukan lagi anak-ank tapi orang dewasa (Mulyadi, 2005: 4).  
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Manusia berkembang melalui beberapa tahapan yang berlangsung secara 
berurutan, terus menerus dan dalam tempo perkembangan yang tertentu, terus 
menerus dan dalam tempo perkembangan yang tertentu dan bias berlaku umum. 
Untuk lebih jelasnya tahapan perkembangan tersebut dapat dilihat pada uraian 
tersebut:   
 Masa pra-lahir : dimulai sejak terjadinya konsepsi sampai lahir  
 Masa Bayi : usia baru lahir sampai satu tahun.  
 Masa anak : Masa anak-anak awal : 1 tahun-6 tahun, Anak-anak  : 6 tahun-
12/13 tahun.  
 Masa remaja : 12/13 tahun-21 tahun  
 Masa dewasa : 21 tahun-40 tahun.  
 Masa tengah baya : 40 tahun-60 tahun.  
 Masa tua : 60 tahun-meninggal .  
2. Definisi Anak menurut Hukum  
Dellyana (1990) mengungkapkan bahwa dalam hukum kita terdapat 
pluralisme mengenai pengertian anak. Hal ini adalah sebagai akibat tiap-tiap 
peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai 
peraturan anak itu sendiri. Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi 
pengertian anak dari pandangan sistem hukum atau disebut kedudukan dalam arti 
khusus sebagai objek hukum. Kedudukan anak dalam artian dimaksud meliputi 
pengelompokan kedalam sub sistem sebagai berikut:  
a. Pengertian anak menurut UUD 1945  
Pengertian anak dalam UUD 1945 terdapat di dalam Pasal 34 yang berbunyi: 
“fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Hal ini mengandung 
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makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus 
dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Dengan kata 
lain anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat terhadap 
pengertian anak menurut UUD 1945 ini, Irma Setyowati Soemitri (1990:16) 
menjabarkan bahwa ketentuan UUD 1945, ditegaskan pengaturannya dengan 
dikeluarkanya UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang berarti 
makna anak (pengertian tentang anak) yaitu seseorang yang harus memproleh hak-
hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan 
perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah, maupun sosial. Atau 
anak juga berahak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan 
kehidupan sosial.Anak juga berhak atas pemelihraan dan perlindungan baik semasa 
dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan . 
b. Pengertian Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 
Pengertian anak menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 
tercantum dalam Pasal I butir I UU No. 23/2002 berbunyi: “Anak adalah seseorang 
yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam 
kandungan”. 
Dalam pengertian dan batasan tentang anak sebagaimana dirumuskan dalam 
pasal I butir I UU No.23/2002 ini tercakup 2 (dua) isu penting yang menjadi unsur 
definisi anak, yakni: 
Pertama, seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Dengan 
demikian, setiap orang yang telah melewati batas usia 18 tahun, termasuk orang 
yang secara mental tidak cakap, dikualifikasi sebagai bukan anak, yakni orang 
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dewasa. Dalam hal ini, tidak dipersoalkan apakah statusnya sudah kawin atau 
tidak. 
Kedua, anak yang masih dalam kandungan. Jadi, UU No.23/2002 ini bukan 
hanya melindungi anak yang sudah lahir tetapi diperluas, yakni termasuk anak 
dalam kandungan.  
Pengertian dan batasan usia anak dalam UU No. 23/2002, bukan 
dimaksudkan untuk menentukan siapa yang telah dewasa, dan siapa yang masih 
anak-anak. Sebaliknya, dengan pendekatan perlindungan, maka setiap orang (every 
human being) yang berusia di bawah 18 tahun selaku subyek hukum dari UU No. 
23/2002 mempunyai hak atas perlindungan dari Negara yang diwujudkan dengan 
jaminan hukum dalam UU No. 23/2002. 
c. Pengertian anak menurut UU no.11 tahun 2012 
dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 
Anak pengertian anak diperluas lagi, dan cenderung kepada penggunaan anak 
dalam sistem peradilan, yaitu Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Anak yang 
Berkonflik dengan Hukum, Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, dan Anak 
yang Menjadi Saksi Tindak Pidana, hal ini juga tidak terlepas dengan adanya 
Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 
sehingga mempengaruhi definisi anak dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 
 Anak yang Berhadapan dengan Hukum 
Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan 
hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi 
tindak pidana. 
 Anak yang Berkonflik dengan Hukum 
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Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah 
anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 
(delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. 
 Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana 
Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak 
Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang 
mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan 
oleh tindak pidana. 
 Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana 
Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak 
Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat 
memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan 
pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, 
dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.” 
 
d. Pengertian anak menurut UU Perkawinan  
 
UU No.1 1974 (Undang-Undang Perkawinan) tidak mengatur secara 
langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal 
tersebut tersirat dalam Pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan 
bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapati izin kedua orang tua. 
Pasal 7 ayat (1) UU memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria 
adalah 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun.  
Hilman Hadikusuma (2007) mengungkapkan bahwa batas antara belum 
dewasa dan sudah dewasa sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan. Hal ini 
dikarenakan pada kenyataanya walaupun orang belum dewasa namun ia telah 
melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan 
jual beli, berdagang dan sebagainya walaupun ia belum kawin.  
Dalam Pasal 47 ayat (1) dikatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 
18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melakukan pernikahan ada di bawah 
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kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya. 
Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan 
belas) tahun dan belum pernak kawin, tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, 
berada dibawah kekuasaan wali. Dari pasal-pasal tersebut di atas maka dapatlah 
disimpulkan bahwa anak dalam UU No.1 tahun 1974 adalah mereka yang belum 
dewasa dan sudah dewasa yaitu 16 (enam belas) tahun untuk perempuan dan 19 
(sembilan belas) tahun untuk laki-laki.  
e. Pengertian anak menurut hukum perdata  
Pengertian anak menurut hukum perdata dibangun dari beberapa aspek 
keperdataan yang ada pada anak sebagai seseorang subjek hukum yang tidak 
mampu. Aspek-aspek tersebut adalah status belum dewasa (batas usia) sebagai 
subjek hukum dan hak-hak anak di dalam hukum perdata.  
Pasal 330 KUHPerdata memberikan pengertian anak adalah orang yang 
belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum 
sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum nasional yang ditentukan oleh 
perundang-undangan perdata. Dalam ketentuan hukum perdata anak mempunyai 
kedudukan sangat luas dan mempunyai peranan yang amat penting, terutama 
dalam hal memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak, misalnya 
dalam masalah dala masalah pembagian harta warisan, sehingga anak yang berada 
dalam kandungan seseorang dianggap telah dilahirkan bilamana kepentingan si 




f. Pengertian anak menurut hukum pidana  
Pengertian anak menurut hukum pidana lebih diutamakan pada pemahaman 
terahadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki 
subtansi yang lemah dan di dalam sistem hukum dipandang sebagai subjek hukum 
yang dicangkokan dari bentuk pertanggungjawaban sebagaimana layaknya 
seseorang subjek hukum yang normal.  
Pengertian anak dalam aspek hukum pidana menimbulkan aspek hukum 
positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk 
membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya menjadikan anak 
tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang baik. Pada 
hakekatnya, kedudukan status pengertian anak dalam hukum pidana meliputi 
dimensi-dimensi pengertian sebagai berikut:   
 Ketidakmampuan untuk pertanggungjawaban tindak pidana.  
 Pengembalian hak-hak anak dengan jalan mensubtitusikan hak-hak anak yang 
timbul dari lapangan hukum keperdataan, tata negara dengan maksud untuk 
mensejahterakan anak.  
 Rehabilitasi, yaitu anak berhak untuk mendapat proses perbaikan mental 
spiritual akibat dari tindakan hukum pidana yang dilakukan anak itu sendiri.  
 Hak-hak untuk menerima pelayanan dan asuhan.  
 Hak anak-anak dalam proses hukum acara pidana.   
 Dalam Pasal 45 KUHP maka anak dinyatakan bahwa:  
“Jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan hukum yang 
dikerjakannya ketika berumur belum enam belas tahun, hakim dapat menentukan: 
memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya 
atau pemeliharaannya tanpa pidana apapun; atau memerintahkan supaya yang 
bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun”   
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Hukum pidana memandang anak belum dewasa dari segi pidananya jika 
berumur di bawah 16 tahun. Soesilo (1995:223) dalam pembahasannya 
mengatakan hakim dapat memutuskan salah satu dari tiga kemungkinan terhadap 
anak yang melakukan tindak pidana yakni:  
1) Anak dikembalikan kepada orang tua, wali, atau pemeliharaannya  
2) Anak itu tidak dijatuhi hukuman tetapi diserahkan kepada rumah pendidikan 
anak-anak nakal untuk dididik sampai berumur 18 tahun.   
3) Anak itu dijatuhi hukuman seperti biasa dalam hal ini hukuman dikurangi 
sepertiganya”   
Dengan demikian di dalam ketentuan hukum pidana telah memberikan 
perlindungan terahadap anak-anak yang kehilangan kemerdekaan, karena anak 
dipandang sebagai subjek hukum yang berada pada usia yang belum dewasa 
sehingga harus tetap dilindungi segala kepentingan dan perlu mendapatkan hak-hak 
yang khusus yang diberikan oleh negara atau pemerintah. Jadi dari berbagi defenisi 
tentang anak di atas sebenarnya dapatlah diambil suatu benang merah yang 
menggambarkan apa atau siapa sebenarnya yang dimaksud dengan anak dan 
berbagai konsekuensi yang diperolehnya sebagai penyandang gelar anak tersebut 
(Wadong, 2000: 28). 
F. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan  
1. Pertimbangan Yuridis   
Pertimbangan hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim 
sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. 
Dalam praktiknya pada putusan hakim sebelum pertimbangan ini dibuktikan, maka 
hakim akan menarik fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.Kesimpulan 
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yang akhirnya diambil oleh hakim sebagai pertimbangan yuridis didasarkan pada 
alat bukti yang menegaskan fakta yang terungkap tersebut.  
Pertimbangan yuridis mengacu pada syarat-syarat pemidanaan. Dalam 
praktik peradilan pidana, syarat-syarat pemidanaan cenderung menggunakan 
system dualistik. Hal ini berimplikasi terhadap pertimbangan hakim secara yuridis 
dan berpatokan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dan 
pertanggungjawaban pidana. Dalam menjatuhkan putusan pemidanaan hakim 
senantiasa mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan 
pidana. al ini diatur secara limitative dalam KUHP sebagaimana dijelaskan sebagai 
berikut:  
A. Hal-hal yang memberatkan pemidanaan  
1. Kedudukan sebagai pejabat (Pasal 52 dan 52a KUHP) Hal ini terjadi apabila 
seorang pejabat atau pegawai negeri yang diberi suatu kewajiban istimewa 
sehubungan dengan jabatannya tersebut, memanfaatkan kekuasaan, 
kesempatan, atau daya upaya yang dimilikinya terkait jawaban itu, pidananya 
ditambah sepertiga. Ketentuan ini berlaku untuk kejahatan dan pelanggaran. 
Selain itu Pasal 52a KUHP mengatur pula bahwa apabila saat melakukan 
kejahatan menggunakan bendera Kebangsaan Republik Indonesia, maka 
hukumannya juga ditambah sepertiga.  
2. Pengulangan tindak pidana (Recidive)  
Pengulangan tindak pidana terjadi dalam hal seseorang yang melakukan 
suatu tindak pidana telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang 
tetap kemudian melakukan suatu tindak pidana lagi.  
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3. Perbarengan (Concursus/Samenloop)  
yang dimaksud yaitu perbarengan dalam Pasal 65 dan 66 KUHP, dimana 
perbarengan tersebut merupakan perbarengan beberapa tindak pidana yang 
dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri.  
B. Hal-hal yang meringankan pemidanaan  
1) Percobaan Percobaan diatur dalam Pasal 53 KUHP.  
Percobaan terjadi apabila telah nyata niat pelaku kemudian telah ada 
permulaan pelaksanaan tindak pidana dan tidak selesainya pelaksanaan 
tersebut bukan karena kehendak dari pelakunya. Pemidanaan percobaan 
dikurangi sepertiga dari pidana pokoknya.  
2) Pembantuan(medeplichtigheid) Pemidanaan pada pembantuan dilakukan 
dengan mengurangi sepertiga dari pidana pokoknya.  
Dalam hal pembantuan, pelaku yang membantu melakukan tindak pidana 
memiliki peran yang lebih kecil dalam perwujudan tindak pidana tersebut. 
Membantu melakukan tindak pidana ini meliputi dua hal yaitu membantu saat 
melakukan tindak pidana dan membantu sebelum tindak pidana dilakukan.  
3) Belum cukup umur (minderjarig)  
Belum cukup umur lebih dikenal sebagai anak sebagai pelaku tindak 
pidana. Dalam Pasal 45 KUHP ditentukan bahwa dikurangi sepertiga 
hukumannya dari pidana pokok apabila yang melakukan tindak pidana belum 
cukup enam belas tahun. Namun, pengertian ini dinyatakan tidak berlaku 
setelah diundangkannya UNdang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 
Tahun 1997 tentang pengadilan anak. Dalam undang-undang tersebut, yang 
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dimaksud anak yaitu orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai 
umur 18 tahun dan belum pernah kawin. Selanjutnya ketentuan tersebut 
diambil alih Mahkamah Konstitusi bahwa batasan usia minimal 
pertanggungjawaban hukum bagia anak adalah dua belas tahun sesuai 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.  
2. Pertimbangan Sosiologis  
Selain pertimbangan yuridis, hakim juga dituntut harus mampu  
mempertimbangkan sisi sosiologis. Adapun faktor-faktor yang harus di 
pertimbangkan secara sosiologis adalah:  
a. Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam 
masyarakat   
b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang 
meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa  
c. Memperhatikan ada/tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan Korban  
d. Faktor masyarakat, yakni ligkungan di mana hukum tersebut berlaku atau 
diterapkan.  
e. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan 
pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.  
3. Pertimbangan Subjektif  
Pertimbangan subjektif merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan 
pada pengetahuan hakim yang kemudian direalisasikan dalam bentuk penilaian 
subjektif terhadap Terdakwa. Pertimbangan ini bertolak dari fakta bahwa setiap 
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orang memiliki proses sosialisasi yang berbeda sehingga berimplikasi pada 
pengetahuannya. Hakim pun demikian, hakim memiliki pengetahuan hukum masing-

















BAB   III 
METODE PENELITAN 
A. Lokasi Penelitian  
Penelitian lapangan dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Kota Palopo 
Provinsi Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan atas pertimbangan, 
bahwa putusan pengadilan yang menyangkut salah satu kasus melakukan 
persetubuhan anak yang dilakukan secara berlanjut, telah diesekusi. 
B. Jenis dan Sumber Data  
Data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dikelompokkan dalam dua 
jenis, yaitu:  
1. Data Primer 
Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawasan 
secara langsung dalam pihak terkait untuk memberikan keterangan-
keterangan yang dibutuhkan dengan judul penulis.   
2. Data Sekunder 
Data sekunder adalah  data yang diperoleh dari literatur, dokumen-
dokumen serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan 
materi penulis. Data jenis ini diperoleh melalui perpustakaan atau 





C.  Teknik Pengumpulan Data  
Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan pembahasan tulisan 
ini, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 
1. Penelitian kepustakaan (library research) 
Pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data yang 
berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa buku dan literatur-
literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Disamping itu juga data 
yang diambil penulis ada yang berasal dari dokumen-dokumen penting 
maupun dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
2. Penelitian lapangan (field research) dengan cara wawancara (interview) 
langsung kepada hakim Pengadilan Negeri palopo yang menangani kasus 
tersebut 
D. Metode Analisis Data  
Data yang di peroleh dalam penelitian lapangan, akan dianalisis dengan teori 
bidang hukum yang dijadikan acuan dalam penelitian ini. Selanjutnya dianalisis 
dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, untuk menjelaskan fenomena 
yang terjadi sebelum persidangan, selama persidangan, dan sesudah persidangan 
atas atas salah satu Putusan Pengadilan Anak mengenai kasus persetubuhan anak 
yang dilakukan secara berlanjut yang tempat kejadian perkara (TPK) di kota Palopo 




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Pelaku Tindak Pidana 
Persetubuhan Terhadap Anak Yang Dilakukan Secara Berlanjut 
1. Identitas terdakwa 
Nama lengkap :  ARDIANSYAH HARBI Alias BAYU Bin HARBI  
Tempat lahir   :  Palopo     
 Umur/tanggal lahir:  18 tahun/4 Juli 1995  
Jenis kelamin :  Laki-laki  
Kebangsaan    :  Indonesia  
Tempat tinggal :  Jl.Garuda No 24 Perumnas Kota Palopo  
Agama :  Islam  
Pekerjaan :  Mahasiswa  
2. Posisi kasus 
Bahwa ia terdakwa  ARDIANSYAH HARBI alias BAYU BIN HARBI, pada hari 
dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Oktober 2013 sampai dengan 
bulan Februari 2014  atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2013 sampai 
dengan Tahun 2014, bertempat di  jalan Garuda No. 24 Perumnas Kota Palopo atau 
setidak-tidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri 
Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan sengaja 
melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, 
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serangkaian kebohongan, atau membujuk anak PUJA RESKIA. M alias PUJA 
MUSRIANI alias PUJA BIN MUIS yang masih berusia 15 tahun (sesuai kutipan Ijazah 
Sekolah Menengah Pertama Nomor: DN-19 DI 0096027) untuk melakukan 
persetubuhan dengannya, jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing 
merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga 
harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, yang dilakukan oleh terdakwa 
dengan cara-cara sebagai berikut : 
o bahwa pada bulan Oktober Tahun 2013, mengajak saksi korban PUJA 
RESKIA. M alias PUJA MUSRIANI alias PUJA BIN MUIS ke rumah 
terdakwa yang terletak di jalan Garuda No. 24 Perumnas Kota Palopo. 
Tiba dirumah terdakwa, tidak satupun orang yang berada disana kecuali 
terdakwa dan saksi korban PUJA. Sehingga terdakwa mengajak saksi 
korban PUJA ke kamar tidur terdakwa. Didalam kamar, terdakwa 
mengajak saksi korban PUJA untuk bersetubuh dengan terdakwa. Tetapi, 
saksi korban PUJA menolaknya. Kemudian terdakwa merayu saksi 
korban PUJA dengan kata-kata : “ Kita sayangka ga?” . Saksi korban 
menjawab : “iya”. Kemudian terdakwa bertanya lagi “maukiga kalau saya 
pecah perawan ta”. Saksi korban menjawab : “Tidak mauka”.  Terdakwa 
kemudian mencium tangan saksi korban PUJA sambil berkata “kalo kita 
tidak kasihka berarti kita tidak sayangka”. Saksi korban Puja menjawab 
“bukan cara begitu saya tidak sayangki”. Terdakwa diam lalu kemudian 
menangis. Terdakwa berkata “sempat kita tinggalkanka nanti na 
kusayang sekaliki, bertanggungjawab jika”. Saksi korban PUJA pun 
pasrah ketika terdakwa mencium bibirnya. Terdakwa membuka celana 
dan pakaian yang saksi korban PUJA kenakan. Lalu, terdakwa membuka 
celana dalam saksi korban PUJA sehingga saksi korban PUJA telanjang 
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bulat. Kemudian, terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) terdakwa ke 
alat kelamin (vagina) saksi korban PUJA. Saksi korban PUJA merasa 
kesakitan sehingga terdakwa menarik alat kelaminnya (penis) dari dalam 
alat kelamin (vagina) saksi korban PUJA. Terdakwa berdiri dan langsung 
lari menuju kamar mandi dan setelah itu saksi korban pulang ke 
rumahnya ; 
o Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2013 sekitar pukul 
20.00 WITA terdakwa  menghubungi saksi korban PUJA melalui 
pesan singkat (SMS) yang berbunyi “pergikika remedial besok?”. 
Saksi korban menjawab “tidak”. Terdakwa berkata “kerumahki 
pale”. Keesokan harinya, hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 
sekitar pukul 07.00 WITA saksi korban PUJA pamit kepada 
orangtuanya untuk pergi kesekolah. Namun, saksi korban PUJA 
tidak pergi ke sekolah melainkan ke rumah terdakwa. Mereka 
kemudian berboncengan menuju rumah kost  Saksi RAHAYU 
yang terletak di jalan Ratulangi Kota Palopo dan menginap disana 
selama 3 (tiga) hari. Pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2013 
sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di rumah kost saksi RAHAYU 
Jl. Ratulangi Kota Palopo, terdakwa menyetubuhi saksi korban 
sebanyak 3 (u) kali. Pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2014 
sekitar pukul 17.00 WITA terdakwa mengantar saksi korban PUJA 
pulang kerumah saksi korban ; 
o Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 sekitar pukul 
13.00 WITA, terdakwa dan saksi korban PUJA janjian bertemu di 
Jl. Andi Djemma (depan Planet Surf) Kota Palopo. Setelah 
mereka bertemu, terdakwa mengajak saksi korban PUJA pergi 
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menuju Kab. Luwu tepatnya di daerah Batu Sitanduk. Disana 
mereka menginap selama 1 (satu) malam di sebuah panggung 
tempat duduk penonton (tribun) lapangan sepakbola ; 
o Pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2014, terdakwa membawa 
saksi korban PUJA bermalam di rumah teman terdakwa yang 
terletak di daerah Sabbang Kab. Luwu Utara. Pada saat di 
Sabbang, sekitar pukul 01.00 wita terdakwa kembali menyetubuhi 
saksi korban PUJA dengan cara terdakwa membuka celana saksi 
korban PUJA. Kemudian, terdakwa naik ke atas tubuh saksi 
korban PUJA dan memasukkan alat kelamin (penis) terdakwa ke 
dalam alat kelamin (vagina) saksi korban. Lalu alat kelamin 
(penis) terdakwa ditarik keluar masuk selama beberapa menit ke 
dalam alat kelamin (vagina) saksi korban PUJA. Tidak lama 
kemudian, alat kelamin (penis) terdakwa mengeluarkan cairan 
putih bening (sperma). Terdakwa menarik alat kelaminya (penis) 
dari dalam alat kelamin (vagina) saksi korban PUJA. Setelah itu 
mereka berdua melanjutkan tidur. Pada hari Rabu, tanggal 12 
Februari 2014 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di rumah 
teman terdakwa  di daerah Sabbang Kab. Luwu Utara, terdakwa 
kembali mengulangi perbuatannya. Terdakwa menyetubuhi saksi 
korban PUJA ;  
o Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014, terdakwa 
membawa saksi korban PUJA ke rumah teman terdakwa yang 
terletak di daerah Rampoang Kota Palopo dan menginap selama 
1 (satu) malam. Saksi korban tidur di dalam kamar seorang diri 
dan terdakwa tidur diluar kamar. Malam hari sekitar pukul 23.00 
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WITA ketika saksi korban PUJA sudah tidur, terdakwa masuk 
kedalam kamar dan menyetubuhi saksi korban sebanyak 1 (satu) 
kali. Setelah selesai menyetubuhi saksi korban, terdakwa keluar 
dari kamar. Pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2014, saksi 
korban PUJA dan terdakwa di temukan oleh kedua orang tua 
saksi korban di rumah teman terdakwa tersebut ; 
o Bahwa setiap akan menyetubuhi saksi korban PUJA, terdakwa 
selalu membujuk dan merayu saksi korban PUJA agar mau 
disetubuhi oleh terdakwa ; 
o Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami rasa 
sakit dan malu. Hal ini berdasarkan alat bukti surat berupa Visum 
Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Sawerigading kota Palopo 
Nomor: 79 / RSUD-SWG/PE.2/PLP/ XII/2013 tanggal 18 
Desember 2013 yang ditanda tangani oleh dr.Wirijanto, Sp.OG, 
yang hasil pemeriksaannya terhadap PUJA RESKIA, dengan hasil 
pemeriksaan sebagai berikut sebagai berikut : 
HASIL PEMERIKSAAN :  
KEADAAN UMUM : BAIK  
LEHER : TIDAK ADA KELAINAN  
BADAN : TIDAK ADA KELAINAN  
ANGGOTA GERAK ATAS : TIDAK ADA KELAINAN 
ANGGOTA GERAK BAWAH       
(ALAT KELAMIN) : - Luka robek lama pada selaput dara posisi      
03,06,09 
KESIMPULAN :  
 Selaput dara tidak utuh  
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Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat 
(2) UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 (1) KUHP. 
3. Dakwaan Jaksa Penuntun Umum 
bahwa untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi-saksi sebagai 
berikut: 
1. Puja Reskia.M Alias PUJA Musriani Alias Puja Bin Muis,dibawah sumpah 
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 
 Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya terdakwa 
menyetubuhi saksi pada saat saksi pergi bersama dengan terdakwa 
meninggalkan rumahnya pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 
sekitar pukul 09.30 wita di Jl.Cakalang Kota Palopo; 
 Bahwa saksi berpacaran dengan terdakwa sejak 12 desember 2012 ; 
 bahwa saksi disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 9 (Sembilan) kali;  
 Bahwa sejak berpacaran dengan terdakwa, saksi dan terdakwa sudah 
sering melakukan hubungan badan;  
 Bahwa saksi dan terdakwa pertama kali melakukan hubungan badan 
di kost teman saksi yaitu per,Dilla di daerah Binturu, pada saat itu 
terdakwa membujuk saksi dengan mengatakan”kita sayangkah 
ga?,saksi menjawab ‘iya”lalu terdakwa bertanya lagi”maugika kalau 
saya pecah perawanta?”,korban menjawab”tidak mauka, bukan 
begitu caranya kalau kita sayangka” lalu terdakwa menangis dan 
mengatakan”sempat kita tinggalkanka nanti na kusayang sekaliki, 
bertanggungjawabjika”, sehingga saksi pun pasrah lalu terdakwa 
kemudian mencium bibir saksi dan membuka celana dalam dan 
pakaian saksi sehingga saksi telanjang bulat kemudian terdakwa 
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memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina saksi sehingga saksi 
merasa kesakitan lalu terdakwa menarik alat kelaminnya; 
 Bahwa pada tanggal 11 Desember 2013, terdakwa menghubungi 
saksi melaui sms dan bertanya “remedialki besok?” kemudian saksi 
menjawab”tidak, malaska” kemudian terdakwa mengajak saksi 
kerumahnya dan keesokan harinya, saksi pamit ke orang tuanya 
untuk pergi ke sekolah namun saksi tidak ke sekolah melainkan 
kerumah terdakwa;  
 Bahwa setelah itu terdakwa berboncengan dengn saksi pergi jalan-
jalan, lalu ada sms ibu masuk keHp saksi bahwa ibu saksi 
mencarinya kesekolah sehingga saksi takut pulang lalu saksi dan 
terdakwa menuju rumah per.Ayu, teman saksi dan menginap disana 
selama 3 (tiga) malam bersama dengan terdakwa;  
 Bahwa pada saat menginap di rumah per.Rahayu, saksi dan 
terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak tiga kali;  
 Bahwa saksi kemudian pulang kerumahnya diantar terdakwa pada 
tanggal 15 Desember 2013 sekitar pukul 17.00 wita;  
 Bahwa saksi pergi bersama terdakwa untuk kedua kalinya pada 
tanggal 10 Februari 2014, pada saat itu terdakwa bertemu dengan 
saksi didepan toko Planet Surf, terdakwa kemudian merampas kunci 
motor terdakwa sehingga terdakwa terpaksa mengikuti terdakwa 
menuju rumah orang tua terdakwa di Perumnas, lau disitu terdakwa 
kembali menyetubuhi saksi yang kelima kalinya lalu  terdakwa dan 
saksi menuju Batusitanduk dan bermalam selama 1 (satu) malam di 
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tribun kemudian menuju daerah Sabbang dan pada saat itu terdakwa 
kembali menyetubuhi saksi sebanyak tiga kali;  
 Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014, terdakwa 
membawa saksi kembali ke Palopo, di daerah Rampoang dan 
menginap selama satu malam, dan terdakwa kembali menyetubuhi 
saksi untuk yang kesembilan kalinya;  
 Bahwa saksi ditemukan oleh orang tuanya pada hari Jumat tanggal 
14 Februari 2014 dirumah teman terdakwa yang berada di 
Rampoang;  
 Bahwa setiap akan menyetubuhi saksi, terdakwa selalu membujuk 
dan merayu korban;  
 Bahwa saksi masih berusia 15 (lima belas ) tahun;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa 
menyetubuhi saksi tanpa ada paksaan dan suka sama suka.; 
2. Hj.Ariani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 
 Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya terdakwa 
membawa lari anak saksi yang bernama Puja Reskia yang masih 
berusia 15 (lima belas) tahun tanpa seizin saksi selaku ibu 
kandungnya; 
 Bahwa saksi tidak mengenal sebelumnya dengan terdakwa nanti 
setelah saksi mencari anaknya di sekolah lalu diberitahu oleh teman 
anaknya bahwa anak saksi sering pergi bersama dengan terdakwa  




 Bahwa setelah kerumah terdakwa, saksi bertemu dengan nenek 
terdakwa yang mengatakan bahwa ia melihat Puja datang 
kerumahnya pada hari Kamis pagi tanggal 12 Desember sekitar jam 
7.30 wita, kemudian Puja pergi bersama dengan terdakwa;  
 Bahwa anak saksil yaitu per.Puja pamit kepada saksi untuk berangkat 
ke sekolah namun pada hari itu, wali kelasnya menelepon saksi 
bahwa kenapa anak saksi tidak pergi ke sekolah sehingga saksi 
kemudian mencari anaknya ke sekolah dan menayakan kepada 
teman-temannya;  
 Bahwa anak saksi pergi bersama dengan terdakwa selama 3 (tiga) 
hari sejak tanggal 12 sampai dengan 15 Desember 2013;  
 Bahwa untuk kedua kalinya, terdakwa kembali membawa anak saksi 
selama 4 (empat) hari yaitu dari tanggal 10 sampai dengan 14 
Februari 2014;  
 Bahwa saksi tidak tahu bagaimana terdakwa menyetubuhi anak saksi;  
 Bahwa saksi tidak tahu kalau anaknya berpacaran dengan terdakwa 
karena saksi tidak pernah melihat terdakwa sebelumnya;  
 Bahwa saksi tidak pernah memaafkan terdakwa; Terhadap 
keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa bahwa 
terdakwa menyetubuhi saksi tanpa ada paksaan dan suka sama 
suka.;  
3. Nursiah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:  
 Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya terdakwa yang 
merupakan cucu saksi pergi bersama dengan per.Puja;  
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 Bahwa ada awalnya saksi sementara tidur didepan TV dirumahnya 
kemudian saksi dibangunkan oleh cucunya bahwa ada per.Puja 
mencari terdakwa dan tidak lama kemudian setelah terdakwa bangun 
dan pergi mandi lalu pergi bersama dengan Puja namun sekitar pukul 
11.00 datang ibu per.Puja mencari anaknya dan saksi sampaikan 
bahwa per.Puja pergi bersama dengan Bayu, cucu saksi; 
 Bahwa setahu saksi bahwa Puja dan terdakwa memang berpacaran; 
 Bahwa setahu saksi bahwa terdakwa tidak memaksa Puja untuk pergi 
bersama; 
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan 
saksi benar; 
4. Rahayu Alias Ayu Binti Saga, dibawah sumpah pada pokoknya 
menerangkan sebagai berikut: 
 Bahwa saksi Puja bersama terdakwa pernah datang menginap di kost 
saksi selama 3 (tiga) malam;  
 Bashwa saksi tidak pernah melihat terdakwa bersetubuh dengan 
Per.Puja dalam kamar kostnya;  
 Bahwa pada awalnya terdakwa menelepon saksi menanyakan bahwa 
“dimanako” lalu dijawab saksi”di kost” kemudian terdakwa 
menjawab”bisaka kesitu”lalu saksi bilang”kesinimi” sehingga tidak 
lama kemudian datang terdakwa dan per.Puja menginap dikost saksi; 
 Bahwa Puja dan terdakwa memang berpacaran; 
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan 
saksi benar ; 
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5. Hasbi kaso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai 
berikut ; 
 Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya terdakwa 
membawa pergi per.Puja tanpa seizin orang tuanya pada hari Kamis 
tanggal 12 Desember 2013;  
 Bahwa awalnya ibu Per.Puja datang kerumah saksi mencari anaknya 
dan menyampaikan bahwa Puja tidak masuk sekolah sehingga pada 
saat itu saksi menemani ibu Puja datang ke rumah terdakwa untuk 
mecari Puja dan disampaikan oleh nenek terdakwa bahwa Puja pergi 
bersama dengan terdakwa;  
 Bahwa menurut teman-teman Puja, bahwa Puja dan terdakwa 
memang berpacaran;  
 Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada ibu Per.Puja untuk 
membawa Puja ikut bersamanya; 
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi 
benar ; 
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan 
yang pada pokoknya sebagai berikut:  
 terdakwa mengerti sehubungan dengan adanya terdakwa dan 
Per.Puja Reskia pergi bersama pada hari Kamis tanggal                           
12 Desember 2013 dan bermalam selama tiga malam di kontrakan 
Per.Rahayu lalu pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 terdakwa 
pergi bersama Puja untuk kedua kalinya menuju Batusitanduk selama 
satu malam lalau ke Sabbang selama 2 (dua) malam dan terakhir 
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membawa Per.Puja ke Rampoang sampai akhirnya Per,Puja 
ditemukan oleh oarng tuanya;  
 Bahwa terdakwa dan per,Puja sebelumnya memang berpacaran;  
 Bahwa terdakwa sebelumnya pada tanggal 11 Desember 2013 
menghubungi korban Puja via sms bertanya”pergikikah remedial 
besok?” kemudian dijawab oleh Puja”tidak, malaska” lalu terdakwa 
bertanya lagi”singgahki pale dirumah” sehingga keesokan harinya 
Puja singgah dirumah terdakwa namun pada saat itu terdakwa 
sementara tidur lalu dibangunkan oleh Per.Puja, setelah mandi, 
terdakwa bersama Puja kemudian pergi mencari sarapan lalu jalan-
jalan dan setelah itu menuju kontrakan teman terdakwa, Per.Rahayu 
dan menginap disana selama 3 (tiga) malam sampai tanggal 15 
Desember 2013. Terdakwa kemudian pulang bersama Per.Puja;  
 Bahwa pada tanggal 10 Februari 2014, terdakwa janjian bertemu 
dengan Per.Puja didepan toko Planet surf, setelah bertemu, terdakwa 
kemudian mengajak Per.Puja pulang kerumahnya lalu ke 
Bantusitanduk dan menuju Tribun dan menginap di tribun tersebut 
selama 1 (satu) malam kemudian menuju Sabbang bermalam selama 
2 (dua) malam kemudian menuju Palopo dan menginap lagi selama 1 
(satu) malam di Rampoang sampai akhirnya Per.Puja ditemukan oleh 
orang tuanya;  
 Bahwa terdakwa menyetubuhi per.Puja untuk pertama kali pada 
Bulan Juni tahun 2013 dirumah teman terdakwa, pada saat itu 
terdakwa mengatakan pada Puja” kita sayangka ga” lalu dijawab 
Puja” iya” kemudian terdakwa bertanya lagi” kita kasihka pale 
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perawanta kalo kita sayangka” kemudian Puja menjawab” tidak bisa” 
dan dijawab lagi oleh terdakwa” kalo kita tidak kasihka berarti kita 
tidak sayangka”, Per.Puja menjawab “bukan begitu caranya kalo kita 
sayangka, sempat kita tinggalkanka nanti” lalu terdakwa mencium 
bibir per.Puja sambil memegang payudaranya lalu menaikkan roknya 
dan membuka celana dalam dan bajunya sampai per.Puja telanjang 
bulat kemudian terdakwa membuka celana dan naik diatas per.Puja 
kemudian memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina korban dan 
menumpahkan spermanya keatas kasur ; 
 Bahwa setelah kejadian pada Bulan Juni 2013, pada saat pergi 
bersama dengan Per.Puja, terdakwa menyetubuhi per.Puja selama 
delapan kali yaitu tiga kali   pada saat menginap dirumah kontrakan 
Per.Rahayu, kemudian pada saat pergi bersama untuk kedua kalinya 
pada tanggal 10 Februari 2014, terdakwa menyetubhi per.Puja 
dirumahnya di Perumnas sebanyak  satu kali kemudian menuju 
Batusitanduk lalu ke Sabbang, dan setelah di Sabbang, terdakwa 
menyetubuhi per.Puja sebanyak 3 (tiga) kali  dan terkahir pada saat 
menginap di Rampoang, Palopo, terdakwa menyetubuhi korban Puja 
sebanyak satu kali ; 
 Bahwa terdakwa menyetubuhi korban sebanyak Sembilan kali dan 
pada saat menyetubuhi tersebut, terdakwa hanya membujuk atau 
merayu Per.Puja ; 
 Bahwa Per.Puja masih berusia 15 (lima belas) tahun;  
 Bahwa terdakwa tidak izin kepada orang tua per.Puja pada saat mau 
pergi bersama;  
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 Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya; 
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa satu 
lembar celana dalam berwarna merah muda ;  
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan 
diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : 
 Bahwa terdakwa dan korban Puja Reskia memang berpacaran 
sebelumnya;  
 Bahwa terdakwa menyetubuhi korban Per.Puja Reskia untuk pertama 
kalinya di kost teman terdakwa di kost teman saksi yaitu per,Dilla di 
daerah Binturu, pada saat itu terdakwa membujuk saksi dengan 
mentakana” kita sayangkah ga?,saksi menjawab ‘iya” lalu terdakwa 
bertanya lagi”maugika kalau saya pecah perawanta?”, korban 
menjawab” tidak mauka, bukan begitu caranya kalau kita sayangka” 
lalu terdakwa menangis dan mengatakan” sempat kita tinggalkanka 
nanti na kusayang sekaliki, bertanggung jawab jika”, sehingga saksi 
pun pasrah lalu terdakwa kemudian mencium bibir saksi dan 
membuka celana dalam dan pakaian saksi sehingga saksi telanjang 
bulat kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam 
vagina saksi sehingga saksi merasa kesakitan lalu terdakwa menarik 
alat kelaminnya;  
 Bahwa pada tanggal 11 Desember 2013, terdakwa menghubungi 
saksi melaui sms dan bertanya “remedialki besok?” kemudian saksi 
menjawab”tidak, malaska” kemudian terdakwa mengajak saksi 
kerumahnya dan keesokan harinya, saksi pamit ke orang tuanya 
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untuk pergi ke sekolah namun saksi tidak ke sekolah melainkan 
kerumah terdakwa;  
 Bahwa kemudian terdakwa dan per.Puja menuju kamar kontrakan 
teman terdakwa yaitu Per.Rahayu dan menginap disana selama 3 
(tiga) malam dan selama menginap dikontrakan per.Rahayu tersebut, 
terdakwa menyetubuhi Per.Puja Reskia selama tiga kali;  
 Bahwa terdakwa dan korban Puja pulang pada tanggal 15 Desember 
2013;  
 Bahwa pada tanggal 10 Februari 2014, terdakwa dan per.Puja 
bertemu didepan toko Surf dan kemudian mereka berdua pergi jalan-
jalan lalu menuju rumah terdakwa di Perumnas, dan pada saat itu 
terdakwa kembali menyetubuhi korban sebanyak satu kali kemudian 
mereka menuju Batu sitanduk dan menginap ditribun selama satu 
malam lalu menuju daerah Sabbang dan dimenginap dirumah teman 
terdakwa dan pada saat menginap di Sabbang, terdakwa 
menyetubuhi korban selama tiga kali kemudian kembali ke Palopo 
dan menginap selama satu malam dan disitu terdakwa kembali 
menyetubuhi korban sebanyak satu kali;  
 Bahwa terdakwa menyetubuhi korban Per.Puja Reskia sebanyak 
Sembilan kali;  
 Bahwa setiap menyetubuhi korban, terdakwa selalu membujuk dan 
merayu korban sehingga korban mau disetubuhi;  





4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
Tuntutan hukum (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum yang di bacakan 
dipersidangan pada hari senin, pada pokoknya  memohon supaya majelis hakim 
pengadilan negeri palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:  
1. Menyatakan terdakwa Ardiansyah Harbi Alias Bayu Bin Harbi telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Persetubuhan 
terhadap anak dibawah umur” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 
pasal 81 ayat (2) UU No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungn anak Jo Pasal 64 
(1) KUHP ; 
2. Menjatuhkan pidana terhadap  terdakwa Ardiansyah Harbi Alias Bayu Bin Harbi 
dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dengan perintah terdakwa 
tetap berada dalam tahanan Rutan dipotong masa tahanan; 
3. Menghukum terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam 
puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;  
4. Menyatakan barang bukti berupa : -  1 (satu) lembar celana dalam (cd) warna 
merah muda, dirampas untuk dimusnahkan.  
5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- 
(dua ribu rupiah) ; 
 
5. Amar putusan 
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana  maka haruslah 
dibebani pula untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) UU 
No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 64 (1) KUHP dan Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan 





1. Terdakwa ARDIANSYAH HARBI Alias BAYU Bin HARBI tersebut diatas, secara sah 
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Persetubuhan terhadap anak 
dibawah umur yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana dakwaan  Penuntut 
Umum; 
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 
3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan ;  
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh 
juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 
pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;  
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;  
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan  
6. Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda, 
dirampas untuk dimusnahkan; 
7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah   Rp.2000,-. 
(seribu rupiah); 
 
6. Analisis penulis 
Untuk membuktikan tuntutan jaksa penuntun umum bahwa terdakwa melakukan 
tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana 
diatur dalam pasal , Pasal 81 ayat (2) UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo 
Pasal 64 (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana (KUHAP), maka unsur unsur tinadk pidana harus terpenuhi sepenuhnya. 
Adapun unsur-unsur tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut:  
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a. Barangsiapa  
b. Dengan sengaja melakukan kekerasan, tipu muslihat, serangkaiankebohongan atau 
membujuk anak 
c.  Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. 
Untuk membuktikannya, Penulis akan mengkaji satu persatu unsur-unsur tersebut:  
a. Barangsiapa  
Barangsiapa disini adalah subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung 
jawab adalah didasarkan atas keadaan dan kemampuan jiwanya (geetelijke vermogens), 
yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai “dalam keadaan sadar”. Berdasarkan 
fakta yang muncul di persidangan terungkap bahwa terdakwa Ardiansyah Harbi Alias Bayu 
Bin Harbi adalah subjek hukum yang dalam keadaan dan kemampuan jiwanya 
menunjukkan kondisi sehat dan tidak terganggu jiwanya sehingga oleh hukum dianggap 
cakap atau mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar), oleh karenanya mengenai 
unsur ke-1 “barangsiapa” ini telah terpenuhi.  
b. Dengan sengaja melakukan kekerasan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau 
membujuk anak  
Menurut Satochid Kartanegara (1955) yang dimaksud dengan sengaja (opzetilijk) 
adalah bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki akibat 
perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti akan akibat perbuatannya itu. Dalam 
mempersepsi kesengajaan, dikenal dua teori kesengajaan yaitu:  
1) Teori Kehendak (wilstheorie)  
Teori ini diusung oleh Von Hippel, kesengajaan adalah kehendak membuat suatu 
tindakan dan kehendak menimbulkan akibat dari perbuatan itu.  
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2) Teori Membayangkan (voorstellingstheorie)  
Teori ini diusung oleh Festchrift Gieszen (1907) mengemukakan bahwa manusia 
tidak mungkin dapat mengehendaki suatu akibat, adalah sengaja apabila suatu akibat yang 
ditimbukan dari suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud dari tindakan itu.  
Teori kehendak menganggap kesengajaan ada apabila perbuatan dan akibat suatu 
tindak pidana dikehendaki oleh pelaku. Teori bayangan menganggap kesengajaan apabila 
si pelaku pada waktu mulai melakukan perbuatan, ada bayangan yang terang, bahwa akibat 
yang bersangkutan akan tercapai, dan maka dari itu ia menyesuaikan perbuatannya dengan 
akibat itu.  
Dengan demikian unsur sengaja merupakan sikap batin pelaku tindak pidana yang 
berasal dari dalam diri pelaku yang menghendaki dan menginsafi atau menyadari akan 
perbuatan dan akibat-akibatnya yang timbul dari perbuatan yang secara nyata dilakukan 
oleh pelaku.  
Berdasarkan fakta yang muncul pada persidangan dapat diketahui bahwa terdakwa 
Ardiansyah Harbi Alias Bayu Bin Harbi mengucapkan janji-janji kepada korban Puja yang 
merupakan cara terdakwa mempengaruhi korban dalam rangka pencapaian tujuan 
terdakwa untuk dapat menggauli/melakukan persetubuhan dengan korban sehingga korban 
mau mengikuti kemauan terdakwa yang akan menyetubuhi korban.  
Oleh karena itu cara-cara yang dilakukan terdakwa terhadap korban dan dilakukan 
dalam keadaan penuh kesadaran, tidak dalam keadaan mabuk atau pengaruh minuman 
keras sehingga Penulis berkesimpulan bahwa Terdakwa memenuhi unsur “dengan sengaja 
melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak”.  
c. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain  
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Menurut Soesilo (1980) yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan 
antara anggota kemaluan laki-laki dan perempun yang biasa dijalankan untuk 
mendapatkan anak. Jadi anggota kemaluan laki-laki masuk ke dalam anggota kemaluan 
perempuan sehingga mengeluarkan air mani.  
Namun, dalam kenyataannya bahwa makna persetubuhan telah diperluas 
pengertiannya mengingat perkembangan tindak pidana persetubuhan yang semakin 
bervariasi. Persetubuhan memang mensyaratkan adanya peraduan alat kelamin pria 
dengan alat kelamin wanita sehingga mengeluarkan air mani. Hal ini sangat berbeda dalam 
praktik. Pendapat Penulis bahwa persetubuhan terjadi:  
 Ketika ada peraduan antara alat kelamin pria dengan alat kelamin wanita 
meskipun tanpa mengeluarkan air mani.  
 Memasukkan sesuatu ke dalam alat kelamin wanita seperti jari,narkoba, dan 
sebagainya.  
 Bentuk lain dimana mengandung maksud untuk menyetubuhi atau bersenggama 
dengan cara alat kelamin pria beradu dengan alat kelamin wanita.  
Selain itu, Penuntut Umum juga menggunakan Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yakni 
tentang gabungan perbuatan yang dilakukan secara berlanjut, beberapa perbuatan 
perhubungan sehingga dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan. Maksud dari 
kata Jo (juncto) sendiri merupakan berhubungan dengan. Artinya Pasal 81 ayat (2) UU 
Perlindungan Anak berhubungan dengan Pasal 64 ayat (1) KUHP mengenai  perbuatan 
berlanjut. Sebab, kasus yang penulis teliti merupakan tindak pidana persetubuhan anak 
yang dilakukan secara berlanjut yang dimana Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap 
korban hingga lebih dari dua puluh kali sehingga dapat dipandang sebagai suatu perbuatan 
berlanjut. Dalam hal ini, penulis sepakat dengan Penuntut Umum yang menghubungkan 
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Pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan Anak dengan Pasal 64 ayat (1) KUHP karena hal ini 
dapat menjadi pertimbangan dalam dakwaan dan tuntutan untuk menjatuhkan hukuman 
yang lebih berat bagi Terdakwa dan juga pertimbangan bagi hakim untuk menjerat pelaku 
atas perbuatannya yang dilakukan secara berlanjut.  
Oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Penuntut Umum dapat 
langsung membuktikan dakwaan yang olehnya dianggap terbukti yakni dakwaan kesatu 
Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat 
(1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :  
 Unsur “Setiap Orang”  
 Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, 
atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau 
dengan orang lain”  
  Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing 
merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa 
sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”  
Menurut penulis, dakwaan yang dibuat oleh Penutut Umum telah sesuai dengan 
Pasal 143 ayat (2) KUHAP dimana uraian tindak pidana yang didakwakan terhadap 
Terdakwa telah tersusun secara cermat, jelas dan lengkap dengan menyebutkan waktu dan 
tempat tindak pidana itu dilakukan.  
Jika dilihat dari sisi pertanggungjawaban pidananya, yang pada pokoknya terdiri dari 
tiga syarat yakni kemampuan bertanggung jawab, adanya perbuatan melawan hukum, serta 
tidak ada alasan pembenar atau alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban 
pidana bagi si pembuat, maka Terdakwa yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap 
dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari 
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pertanggungjawaban pidana sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri 
Terdakwa haruslah dijatuhi pidana.  
Berdasarkan analisa penulis, maka penulis berpendapat bahwa penerapan hukum 
pidana dalam perkara Nomor 137/ Pid.Sus/ 2014/PN.Plp. telah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari penerapan hukum pidana yang 
pada perkara ini yaitu Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat  (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. 
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tentang Tindak Pidana 
Persetubuhan Dengan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2014/PN.plp)  
  Putusan hakim sering pula disebut putusan pengadilan yang dalam Pasal 1 ayat 
(11) KUHAP berbunyi: “Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan 
dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas 
dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang 
ini”. Karena itu putusan yang dijatuhkan oleh hakim didasarkan pada bukti fakta-fakta 
hukum yang terungkap dalam persidangan.  
Sehubungan dengan itu dalam Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara 
Pidana berbunyi:  
Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-
kurangnya dua alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak 
pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.   
Karena itu putusan hakim merupakan faktor penting dalam menyelesaikan perkara 
pidana. Putusan hakim merupakan puncak dari pada pergelaran perkara di pengadilan, 
untuk itu hakim dalam menjatuhkan amar putusan haruslah mengedepankan sikap kehati-
hatian, agar putusanya benar-benar mencerminkan rasa keadilan bagi mereka yang 
berperkara.   
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Sebagaimana diketahui bahwa hakim memiliki tiga bentuk putusan yang dalam 
sidang pengadilan yakni, putusan bebas (vrisjpraak) dapat diambil jika salah satu unsur 
pasal yang didakwakan tidak terbukti, putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag 
van alie rechtsvervolging) jika perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan 
menurut hukum tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana, dan putusan 
pemidanaan (veroordeling) jika semua unsur dakwaan dapat diungkap fakta-faktanya dalam 
pengadilan. Demi tegaknya keadilan dan kebenaran yang berdasarkan Tuhan Yang Maha 
Esa, maka dalam Pasal 185 ayat (6) KUHAP berbunyi:  
Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-
sungguh memperhatikan:    
a. Persesuainya antara keterangan saksi atau dengan yang lain.  
b. Persesuaian antara saksi dengan alat bukti lainnya.  
c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan 
tetentu.  
d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya 
dapat mempengaruhi, dan dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.   
Selama persidangan Majelis Hakim tidak hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa 
dari pertanggungjawaban terdakwa baik dalam alasan pemaaf,  sebagai alasan pembenar, 
karena itu maka Majelis Hakim  berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa tersebut harus 
dipertanggungjawabkan kepadanya, karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan 
dijatuhi hukuman pidana yang didakwakan kepadanya. Sehubungan dengan itu demi 
keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Palopo yang 
memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa yang 





1. Pertimbangan Hakim 
Pada prinsipnya, pertimbangan hakim selalu mengacu pada fakta dan keadaan 
beserta alat pembuktiannya yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang pengadilan. Dimana 
dalam penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yang dimaksud dengan “fakta dan 
kedaan” ialah segala apa yang ada dan apa yang ditemukan disidang Oleh pihak dalam 
proses, antara lain Penuntut Umum, saksi ahli, Terdakwa, penasehat hukum dan saksi 
korban. Sedangkan yang dimaksud dengan alat bukti menurut Pasal 184 ayat (1) yakni 
keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa. Terhadap 
kasus yang penulis teliti, Majelis Hakim yang menangani perkara ini mempunyai 
pertimbangan sebagai berikut : 
Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak 
pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal 
yang didakwakan kepadanya;  
 
Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan 
yang berbentuk alternatif, maka terdapat kebebasan Majelis Hakim dalam menentukan 
pilihan hukum terhadap dakwaan mana yang tepat terhadap diri Terdakwa, sehingga akan 
dipertimbangkan Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo 
Pasal 64 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 
 Setiap orang;  
 Dengan sengaja  
 melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak 
melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;  
 Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan 
atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus 
dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut. 
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan 
mempertimbangkannya sebagai berikut: 
 Unsur “Setiap Orang”  
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Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah siapa saja, setiap 
orang selaku subyek hukum pidana yang didakwa telah melakukan tindak pidana dan 
dalam hal ini yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa 
Ardiansyah Harbi Alias Bayu Bin Harbi yang membenarkan seluruh identitasnya 
seperti tersebut pada awal surat dakwaan  ini. 
Menimbang, bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta 
pada diri terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas 
perbuatannya dengan demikian perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan dan 
dipertanggungjawabkan.          
 Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi. 
 Unsur dengan sengaja 
Menimbang, bahwa pada umumya KUHP tidak memberikan defenisi (batasan) 
mengenai kesengajaan dan kelalaian kecuali Pasal 18 KUUHPidana Swis yang 
menentukan bahwa barang siapa melakukan perbuatan dengan mengetahui dan 
menghendakinya maka dia melakukan perbuatan itu dengan sengaja; 
Menimbang, bahwa defenisi singkat itu bersesuaian dengan Memorie Van 
Toelichting ( MvT) bahwa suatu perbuatan kriminal dilakukan dengan sengaja bilaman 
pembuat delik menyadari perbuatannya bahwa dengan perbuatannya atau 
pengabaiannya (perbuatan negative atau pasif) dapat menimbulkan konsekuensi 
(akibat) yang dilarang, Jadi dapat disimpulkan bahwa sengaja berarti menghendaki 
dan mengetahui akibat apa yang dilakukan; 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa terdakwa 
menyetubuhi korban sebanyak sembilan kali, dimana persetubuhan yang pertama 
dilakukan terdakwa dan korban Puja Reskia pada bulan Juni 2013 di rumah teman 
terdakwa yaitu perempuan Dilla, di daerah Binturu, pada saat itu terdakwa membujuk 
saksi dengan mengatakan”kita sayangkah ga?, saksi menjawab ‘iya” lalu terdakwa 
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bertanya lagi” maugika kalau saya pecah perawanta?”, korban menjawab” tidak 
mauka, bukan begitu caranya kalau kita sayangka” lalu terdakwa menangis dan 
mengatakan” sempat kita tinggalkanka nanti na kusayang sekaliki, bertanggungjawab 
jika”, sehingga saksi pun pasrah lalu terdakwa kemudian mencium bibir saksi dan 
membuka celana dalam dan pakaian saksi sehingga saksi telanjang bulat kemudian 
terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina saksi sehingga saksi merasa 
kesakitan lalu terdakwa menarik alat kelaminnya. Bahwa kemudian pada bulan 
Desember tahun 2013, pada tanggal 11 Desember 2013, terdakwa menghubungi 
saksi melaui sms dan bertanya “remedialki besok?” kemudian saksi menjawab” tidak, 
malaska” kemudian terdakwa mengajak saksi kerumahnya dan keesokan harinya, 
saksi pamit ke orang tuanya untuk pergi ke sekolah namun saksi tidak kesekolah 
melainkan kerumah terdakwa, bahwa setelah itu terdakwa berboncengan dengn saksi 
pegi jalan- jalan, lalu ada sms ibu masuk keHp saksi bahwa ibu saksi mencarinya ke 
sekolah sehingga saksi takut pulang lalu saksi dan terdakwa menuju rumah per.Ayu, 
teman saksi dan menginap disana selama 3 (tiga) malam bersama dengan terdakwa 
dan pada  saat menginap dirumah per.Rahayu, saksi dan terdakwa melakukan 
persetubuhan sebanyak tiga kali dan setelah itu terdakwa mengantarkan Puja pulang 
kerumahnya pada tanggal 15 Desember 2013; 
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bahwa pada saat kejadian 
kedua, terdakwa dan korban Per.Puja Reskia, bertemu didepan planet surf lalu kedua 
pergi bersama naik motor korban lalu menuju rumah terdakwa diperumnas, dan pada 
saat itu terdakwa kembali menyetubuhi korban sebanyak satu kali kemudian mereka 
menuju Batu Sitanduk dan menginap ditribun selama satu malam lalu menuju daerah 
Sabbang dan dimenginap dirumah teman terdakwa dan pada saat menginap di 
Sabbang, terdakwa menyetubuhi korban selama tiga kali kemudian kembali ke Palopo 
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dan menginap selama satu malam dan disitu terdakwa kembali menyetubuhi korban 
sebanyak satu kali; 
Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi-saksi menerangkan dipersidangan 
bahwa terdakwa menghendaki dan mengetahui akibat perbuatannya menyetubuhi 
korban Per.Puja Reskia akan tetapi terdakwa tetap menyetubuhi korban, oleh karena 
menurut terdakwa bahwa mereka melakukannya karena mereka berdua memang 
pacaran, sehingga unsur ini terpenuhi oleh perbuatan terdakwa; 
 Unsur Jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing 
merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa 
sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut; 
Menimbang, bahwa “Perbuatan Berlanjut” diatur dalam pasal 64 KUHPidana 
menyatakan sebagai berikut : “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – 
masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa 
hingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (Voortgezette Handeling), 
maka hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda – beda, yang dikenakan yang 
memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”; 
Menimbang, bahwa menurut R. Susilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana serta komentar – komentarnya lengkap pasal demi pasal, penerbit 
Politeia, Bogor, 1985, hal. 81-82, menyebutkan perbuatan yang satu sama lain ada 
hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan 
menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat – syarat ; 
 Harus timbul dari satu niat, atau kehendak, atau keputusan ;  
 Perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya ; 
 Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama ; 
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa terdakwa 
menyetubuhi korban Puja Reskia sebanyak 9 (sembilan) kali semenjak kejadian 
pertama pada bulan Juni 2013, kemudian setelah kejadian pertama terdakwa dan 
korban Puja Reskia pergi bersama dengan terdakwa, terdakwa kembali menyetubuhi 
korban yaitu sebanyak tiga kali pada saat terdakwa dan korban menginap di rumah 
temannya yaitu per.Rahayu, kemudian pada saat korban dan terdakwa pergi bersama 
untuk kedua kalinya pada tanggal 10 Februari 2014, terdakwa menyetubuhi korban 
Puja Reskia sebanyak satu kali dirumah terdakwa di Jalan Garuda, lalu menyetubuhi 
korban sebanyak tiga kali pada saat menginap di daerah Sabbang dan terakhir 
terdakwa menyetubuhi korban sebanyak satu kali pada saat meniginap didaerah 
Rampoang, Palopo; 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, 
ternyataperbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur- unsur dari dakwaan kesatu, 
sehingga majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan 
menyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 
81 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 KUHP; 
Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam 
perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal- hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari 
pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh 
karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus 
dipertanggungjawabkan kepadanya; 
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka 
Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan 
pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;  
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Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus 
melihat ketentuan legal justice, tetapi juga harus memperhatikan moral justice yaitu 
bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial sehingga dapat 
dicapai minimal keadilan hukum (legal justice), keadilan moral (moral justice), dan keadilan 
social (social justice);  
Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, 
karena sistem penghukuman/ pemidanaan hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata 
pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan 
tujuan pemidanaan antara lain : 
1) Pembetulan (Corektik); Yaitu memperbaiki keadaan yang salah, bahwa perbuatan 
yang telah dilakukan Terdakwa didasarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena 
itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum.  
2) Pendidikan (Educatif); Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan 
Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah 
dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa 
menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum 
sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana.  
3) Pencegahan (Prepentif);  
4) Pemberantasan (Represif); Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum 
dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama 
maupun yang baru.  
Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip- prinsip pemidanaan 
khususnya Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo 
Pasal 64 KUHP, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan 
serta manfaat bagi terhukum, oleh karena itu maka Majelis Hakim  
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sudah seharusnya menyatakan Terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus 
pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya;  
Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka 
faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman 
pidana bagi diri Terdakwa;  
Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman bagi Terdakwa tersebut, maka 
terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa; 
Keadaan  yang  memberatkan: 
 Perbuatan terdakwa merusak masa depan korban 
 Perbuatan terdakwa membuat malu dan aib keluarga korban  
Keadaan yang meringankan: 
 Terdakwa menyesali perbuatannya 
 Terdakwa masih muda sehingga masih bisa memperbaiki diri  
 Terdakwa belum pernah dihukum dan berjanji tidak mengulangi 
perbuatannya ;  
 Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;   
Menimbang, bahwa Terdakwa dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan 
Pasal 21, Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan atau penahanan 
tersebut dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan;  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri 
Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b 
KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;  
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa 
dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;  
Mengingat, Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak Jo Pasal 64 KUHP, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang 
Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan 
perkara ini. 
2. AMAR PUTUSAN 
Mengingat Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
jo Pasal 64 KUHP, UU No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
71 
 
Pidana (KUHAP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka 
Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :  
8. Terdakwa ARDIANSYAH HARBI Alias BAYU Bin HARBI tersebut diatas, secara 
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Persetubuhan terhadap 
anak dibawah umur yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana dakwaan  
Penuntut Umum; 
9. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 
selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan ;  
10. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam 
puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti 
dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;  
11. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;  
12. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan  
13. Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah 
muda, dirampas untuk dimusnahkan; 
14. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah   Rp.2000,-. 
(seribu rupiah); 
 
3. Analisis penulis 
Pertimbangan hukum majelisa hakim dalam memutus perkara harus mencerminkan 
rasa keadilan masyarakat, yakni tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridis tetapi 
terdapat juga pertimbangan sosiologis, yang mengarah pada latar belakang terjadinya 
kejahatan. Majelis hakim harus  mempunyai keyakinan dalam memutus perkara dengan 
cara mendengarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan alat bukti, serta menciptakan 
rasa keadilan bagi masyarakat.   
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Berdasarkan putusan Nomor 137/Pid.Sus/2014/PN.Plp, menyatakan bahwa 
Ardiansyah Harbi Alias Bayu Bin Harbi  terbukti secara sah  dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Maka terdakwa 
dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan  dan denda 
Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak 
dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.   
Dengan demikian perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang melawan hukum dan 
tidak ada alasan pembenar. Terdakwa juga adalah orang yang menurut hukum mampu 
bertanggung jawab dan terdakwa melakukan perbuatannya dengan sengaja serta tidak ada 
alasaan pemaaf. Sehingga dengan demikian putusan hakim yang berisikan sanksi 
pemidanaan  sudah tepat. Sanski tersebut di berikan untuk memberikan efek jera, agar 
terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari. 
Dipandang dari segi dampak negatif perbuatan terdakwa terhadap saksi korban 
yang merasa sakit pada alat kemaluannya karena selaput dara telah robek yang 
membuatnya tidak perwan lagi. Hal ini membawa konsekwensi penilaian negateif dalam 
interaksi sosial masyarakat, suatu harga mati yang dapat dibayar dengan hukuman minimal 
tersebut, bahkan dengan uang berapapun untuk menggatinya tidak akan terbayarkan 
sampai mati. Dampak psikologi dan kejiwaan yang membawa trauma sepanjang hajat hidup 
saksi korban tidak terkirakan entah kapan akan terakhir, mungkin penderitaannya akan 
dibawa keliang lahat. Karena setiap kali melihat lelaki maka bayangan kejadian tersebut 
tidak terhindarkan, belum lagi rasa malu kepada teman-teman sebaya semakin menindih 
perasaan. Sungguh suatu kesialan yang teramat sangat.   
Dari hasil wawancara dengan salah seorang Hakim Anggota yang memeriksa dan 
mengadili perkara ini mengungkpkan bahwa: Salah satu pertimbangan hukum hakim atas 
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amar putusan terhadap terdakwa Ardiansyah Harbi Alias Bayu Bin Harbi,  adalah 
pertimbang tentang hal-hal yang meringankan antara lain terdakwa menyesali perbuatannya 
dan tidak akan mengulanginya, terdakwa masih berusia muda yaitu 19 (sembilan belas) 
tahun hari ketika kasus ini terjadi, terdakwa masih berstatus sebagai mahasiswa yang 
diharapkan memiliki masa depan, terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, dan 
terdakwa belum pernah dihukum. Dalam pertimbangan hukum yang demikian inilah 
sehingga hakim menjatuhkan hukuman yang minimal, sebagaimana ancaman hukuman 
yang tertera dalam Pasal 81 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak. 
Menurut penulis sendiri, suatu hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa 
harus merupakan suatu penghukuman yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh 
Terdakwa dan merupakan suatu putusan yang diambil secara adil dan bijaksana tanpa 
adanya intervensi dari pihak manapun. Putusan tersebut hendaklah dapat memenuhi rasa 
keadilan bagi setiap pihak yang terlibat, tidak hanya bagi diri korban saja melainkan 
terhadap diri Terdakwa. Meskipun dalam proses persidangan Terdakwa banyak melakukan 
hal-hal yang dapat meringankannya namun tetap harus diperhatikan substansi perbuatan 
yang dilakukan oleh Terdakwa yang pada kasus ini melakukan perbuatan persetubuhan 













Berdasarkan dari hasil rumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan, maka 
penulis berkesimpulan sebagai berikut : 
1. Penerapan hukum pidana materiil dalam putusan nomor 137/Pid.Sus/2014/PN.Plp 
ini, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di pengadilan, maka Terdakwa terbukti 
bersalah melanggar Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak Jo Pasal 64 KUHP yang merupakan dakwaan kesatu penuntut 
umum telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap Terdakwa dalam 
putusan nomor 137/Pid.Sus/2014/PN, hakim berdasar pada surat tuntutan penuntut 
umum. Tuntutan penuntut umum pada Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 KUHP, yang awalnya menuntut Terdakwa 
dihukum penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sebanyak Rp.60.000.000,- 
(enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;  namun hakim hanya 
menjatuhkan putusan dengn penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan 
denda sebanyak Rp60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan 
kurungan dengan berbagai pertimbangan baik pertimbangan  hukum maupun dari 
fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Pertimbangan tersebut antara lain :  
 Terdakwa belum pernah dihukum ;  
 Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengaku terus terang 
perbuatannya ; 
 Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;  
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 Terdakwa masih muda sehingga masih ada kesempatan dikemudian hari 
menjadi lebih baik lagi ; 
 Bahwa Terdakwa masih ingin melanjutkan pendidikannya karena status 
Terdakwa sebagai Mahasiswa. 
B. SARAN 
1. Diharapkan dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana yang berkaitan 
dengan kejahatan kesusilaan khususnya kasus persetubuhan terlebih dengan 
korban anak. Hakim harus memperhatikan dan mempertimbangkan putusannya 
agar betul-betul dapat memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak agar tidak 
menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat akibat dari kejahatan kesusilaan 
ini.  
2. Penulis berharap agar hakim dalam menjatuhkan suatu putusan terhadap diri 
Terdakwa tidak mudah terpengaruh ataupun terintervensi terhadap hal-hal yang 
berasal dari luar keyakinan hakim itu sendiri serta fakta-fakta yang terungkap 
dipersidangan dan memutus perkara sesuai dengan peraturan perundang-
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P U T U S A N
Nomor 137/Pid.Sus/2014/PN.Plp
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara 
pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam 
perkara Terdakwa :
     Nama lengkap :  ARDIANSYAH HARBI Alias BAYU Bin HARBI
Tempat lahir    :  Palopo
     Umur/tanggal lahir :  18 tahun/4 Juli 1995
Jenis kelamin :  Laki-laki  
Kebangsaan     :  Indonesia
Tempat tinggal :  Jl.Garuda No 24 Perumnas Kota Palopo
Agama :  Islam
Pekerjaan  :  Mahasiswa
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Februari  2014;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
1 Penyidik sejak tanggal 14 Februari 
2014 sampai dengan tanggal 05 
Maret 2014;
2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak 
tanggal 06 Maret 2014 sampai 
dengan tanggal 14 April 2014;
3 Penuntut Umum sejak tanggal 14 
April 2014 sampai dengan tanggal 03 
Mei 2014;
4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri 
Palopo sejak tanggal 22 April 2014  
sampai dengan tanggal 21 mei 2014;
5 Perpanjangan Ketua Pengadilan 
Negeri  sejak tanggal 22 Mei 2014  
sampai dengan tanggal 20 Juli 2014;
Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Djamaluddin Syarief,SH berdasarkan 
Penetapan Penunjukan Nomor 39/Pen.PH/2014/PN.Plp Tanggal 29 April 2014;  
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Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:  
• Penetapan  Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 137 /Pen.Pid/2014/
PN.Plp tanggal 22 April 2014  tentang penunjukan Majelis Hakim;
• Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pen.Pid//2014/PN.Plp tanggal 22 Apri 
2014 tentang penetapan hari sidang;
• Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan  
barang bukti  yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut 
Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1 Menyatakan terdakwa Ardiansyah Harbi Alias Bayu Bin Harbi telah terbukti secara 
sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Persetubuhan terhadap 
anak dibawah umur” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat 
(2) UU No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungn anak Jo Pasala 64 (1) KUHP ;
2 Menjatuhkan pidana terhadap  terdakwa Ardiansyah Harbi Alias Bayu Bin Harbi 
dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) dengan perintah terdakwa tetap berada 
dalam tahanan Rutan dipotong masa tahanan;
3 Menghukum terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh 
juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4 Menyatakan barang bukti berupa :
-  1 (satu) lembar celana dalam (cd) warna merah muda, dirampas untuk 
dimusnahkan.
5 Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua 
ribu rupiah) ;
Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada 
pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan memohon keringanan 
hukuman atas diri Terdakwa dengan mengemukakan alasan sebagai berikut ; 
• Terdakwa belum pernah dihukum ; 
• Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengaku terus terang 
perbuatannya ; 
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• Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;
• Terdakwa masih muda sehingga masih ada kesempatan dikemudian hari 
menjadi lebih baik lagi ; 
• Bahwa Terdakwa masih ingin melanjutkan pendidikannya karena status 
Terdakwa sebagai Mahasiswa ; 
Setelah mendengar Replik Penuntut Umum dan dan Duplik Terdakwa yang 
pada masing-masing bertetap pada pendiriannya semula;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum 
didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
            Bahwa ia terdakwa  ARDIANSYAH HARBI alias BAYU BIN HARBI, pada 
hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Oktober 2013 sampai dengan 
bulan Februari 2014  atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2013 sampai 
dengan Tahun 2014, bertempat di  jalan Garuda No. 24 Perumnas Kota Palopo atau 
setidak-tidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri 
Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan sengaja 
melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, 
serangkaian kebohongan, atau membujuk anak PUJA RESKIA. M alias PUJA 
MUSRIANI alias PUJA BIN MUIS yang masih berusia 15 tahun (sesuai kutipan 
Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor: DN-19 DI 0096027) untuk melakukan 
persetubuhan dengannya, jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing 
merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga 
harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, yang dilakukan oleh terdakwa 
dengan cara-cara sebagai berikut : 
- Bahwa pada bulan Oktober Tahun 2013, mengajak saksi korban PUJA 
RESKIA. M alias PUJA MUSRIANI alias PUJA BIN MUIS ke rumah 
terdakwa yang terletak di jalan Garuda No. 24 Perumnas Kota Palopo. Tiba 
dirumah terdakwa, tidak satupun orang yang berada disana kecuali terdakwa 
dan saksi korban PUJA. Sehingga terdakwa mengajak saksi korban PUJA ke 
kamar tidur terdakwa. Didalam kamar, terdakwa mengajak saksi korban PUJA 
untuk bersetubuh dengan terdakwa. Tetapi, saksi korban PUJA menolaknya. 
Kemudian terdakwa merayu saksi korban PUJA dengan kata-kata  : “ Kita 
sayangka ga?” . Saksi korban menjawab : “iya”. Kemudian terdakwa bertanya 
lagi “maukiga kalau saya pecah perawan ta”. Saksi korban menjawab : “Tidak 
mauka”.  Terdakwa kemudian mencium tangan saksi korban PUJA sambil 
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berkata “kalo kita tidak kasihka berarti kita tidak sayangka”. Saksi korban Puja 
menjawab “bukan cara begitu saya tidak sayangki”. Terdakwa diam lalu 
kemudian menangis. Terdakwa berkata “sempat kita tinggalkanka nanti na 
kusayang sekaliki, bertanggungjawab jika”. Saksi korban PUJA pun pasrah 
ketika terdakwa mencium bibirnya. Terdakwa membuka celana dan pakaian 
yang saksi korban PUJA kenakan. Lalu, terdakwa membuka celana dalam saksi 
korban PUJA sehingga saksi korban PUJA telanjang bulat. Kemudian, 
terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) terdakwa ke alat kelamin (vagina) 
saksi korban PUJA. Saksi korban PUJA merasa kesakitan sehingga terdakwa 
menarik alat kelaminnya (penis) dari dalam alat kelamin (vagina) saksi korban 
PUJA. Terdakwa berdiri dan langsung lari menuju kamar mandi dan setelah itu 
saksi korban pulang ke rumahnya ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2013 sekitar pukul 20.00 WITA 
terdakwa  menghubungi saksi korban PUJA melalui pesan singkat (SMS) yang 
berbunyi “pergikika remedial besok?”. Saksi korban menjawab “tidak”. 
Terdakwa berkata “kerumahki pale”. Keesokan harinya, hari Kamis tanggal 12 
Desember 2013 sekitar pukul 07.00 WITA saksi korban PUJA pamit kepada 
orangtuanya untuk pergi kesekolah. Namun, saksi korban PUJA tidak pergi ke 
sekolah melainkan ke rumah terdakwa. Mereka kemudian berboncengan 
menuju rumah kost  Saksi RAHAYU yang terletak di jalan Ratulangi Kota 
Palopo dan menginap disana selama 3 (tiga) hari. Pada hari Jumat tanggal 13 
Desember 2013 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di rumah kost saksi 
RAHAYU Jl. Ratulangi Kota Palopo, terdakwa menyetubuhi saksi korban 
sebanyak 3 (u) kali. Pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2014 sekitar pukul 
17.00 WITA terdakwa mengantar saksi korban PUJA pulang kerumah saksi 
korban ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 sekitar pukul 13.00 WITA, 
terdakwa dan saksi korban PUJA janjian bertemu di Jl. Andi Djemma (depan 
Planet Surf) Kota Palopo. Setelah mereka bertemu, terdakwa mengajak saksi 
korban PUJA pergi menuju Kab. Luwu tepatnya di daerah Batu Sitanduk. 
Disana mereka menginap selama 1 (satu) malam di sebuah panggung tempat 
duduk penonton (tribun) lapangan sepakbola ;
- Pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2014, terdakwa membawa saksi korban 
PUJA bermalam di rumah teman terdakwa yang terletak di daerah Sabbang 
Kab. Luwu Utara. Pada saat di Sabbang, sekitar pukul 01.00 wita terdakwa 
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kembali menyetubuhi saksi korban PUJA dengan cara terdakwa membuka 
celana saksi korban PUJA. Kemudian, terdakwa naik ke atas tubuh saksi 
korban PUJA dan memasukkan alat kelamin (penis) terdakwa ke dalam alat 
kelamin (vagina) saksi korban. Lalu alat kelamin (penis) terdakwa ditarik 
keluar masuk selama beberapa menit ke dalam alat kelamin (vagina) saksi 
korban PUJA. Tidak lama kemudian, alat kelamin (penis) terdakwa 
mengeluarkan cairan putih bening (sperma). Terdakwa menarik alat kelaminya 
(penis) dari dalam alat kelamin (vagina) saksi korban PUJA. Setelah itu mereka 
berdua melanjutkan tidur. Pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2014 sekitar 
pukul 01.00 WITA bertempat di rumah teman terdakwa  di daerah Sabbang 
Kab. Luwu Utara, terdakwa kembali mengulangi perbuatannya. Terdakwa 
menyetubuhi saksi korban PUJA ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014, terdakwa membawa saksi 
korban PUJA ke rumah teman terdakwa yang terletak di daerah Rampoang 
Kota Palopo dan menginap selama 1 (satu) malam. Saksi korban tidur di dalam 
kamar seorang diri dan terdakwa tidur diluar kamar. Malam hari sekitar pukul 
23.00 WITA ketika saksi korban PUJA sudah tidur, terdakwa masuk kedalam 
kamar dan menyetubuhi saksi korban sebanyak 1 (satu) kali. Setelah selesai 
menyetubuhi saksi korban, terdakwa keluar dari kamar. Pada hari Jumat 
tanggal 14 Februari 2014, saksi korban PUJA dan terdakwa di temukan oleh 
kedua orang tua saksi korban di rumah teman terdakwa tersebut ;
- Bahwa setiap akan menyetubuhi saksi korban PUJA, terdakwa selalu 
membujuk dan merayu saksi korban PUJA agar mau disetubuhi oleh 
terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami rasa sakit dan malu. 
Hal ini berdasarkan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah 
Sakit Umum Sawerigading kota Palopo Nomor: 79 / RSUD-SWG/PE.2/PLP/
XII/2013 tanggal 18 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh dr.Wirijanto, 
Sp.OG, yang hasil pemeriksaannya terhadap PUJA RESKIA, dengan hasil 
pemeriksaan sebagai berikut sebagai berikut :
HASIL PEMERIKSAAN :
KEADAAN UMUM : BAIK
LEHER                       : TIDAK ADA KELAINAN
BADAN                     : TIDAK ADA KELAINAN
ANGGOTA GERAK ATAS         : TIDAK ADA KELAINAN
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ANGGOTA GERAK BAWAH      
(ALAT KELAMIN) : - Luka robek lama pada selaput 
dara posisi 
     03,06,09
KESIMPULAN :
• Selaput dara tidak utuh
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 
Pasal 81 ayat (2) UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 
jo. Pasal 64 (1) KUHP.
           Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak 
mengajukan keberatan;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah 
mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:
1 Puja Reskia.M Alias PUJA Musriani Alias Puja Bin Muis,dibawah sumpah pada 
pokoknya menerangkan sebagai berikut:
•    Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya terdakwa menyetubuhi 
saksi pada saat saksi pergi bersama dengan terdakwa meninggalkan 
rumahnya pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 sekitar pukul 09.30 
wita di Jl.Cakalang Kota Palopo;
•    Bahwa saksi berpacaran dengan terdakwa sejak 12 Desember 2012;
•    Bahwa saksi disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 9 (Sembilan) kali;
•    Bahwa sejak berpacaran dengan terdakwa, saksi dan terdakwa sudah sering 
melakukan hubungan badan;
•    Bahwa saksi dan terdakwa pertama kali melakukan hubungan badan di kost 
teman saksi yaitu per,Dilla di daerah Binturu, pada saat itu terdakwa 
membujuk saksi dengan mengatakan”kita sayangkah ga?,saksi menjawab 
‘iya”lalu terdakwa bertanya lagi”maugika kalau saya pecah 
perawanta?”,korban menjawab”tidak mauka, bukan begitu caranya kalau kita 
sayangka” lalu terdakwa menangis dan mengatakan”sempat kita 
tinggalkanka nanti na kusayang sekaliki, bertanggungjawabjika”, sehingga 
saksi pun pasrah lalu terdakwa kemudian mencium bibir saksi dan membuka 
celana dalam dan pakaian saksi sehingga saksi telanjang bulat kemudian 
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terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina saksi sehingga saksi 
merasa kesakitan lalu terdakwa menarik alat kelaminnya;
•    Bahwa pada tanggal 11 Desember 2013, terdakwa menghubungi saksi 
melaui sms dan bertanya “remedialki besok?” kemudian saksi 
menjawab”tidak, malaska” kemudian terdakwa mengajak saksi kerumahnya 
dan keesokan harinya, saksi pamit ke orang tuanya untuk pergi ke sekolah 
namun saksi tidak ke sekolah melainkan kerumah terdakwa;
•     Bahwa setelah itu terdakwa berboncengan dengn saksi pergi jalan-jalan, 
lalu ada sms ibu masuk keHp saksi bahwa ibu saksi mencarinya kesekolah 
sehingga saksi takut pulang lalu saksi dan terdakwa menuju rumah per.Ayu, 
teman saksi dan menginap disana selama 3 (tiga) malam bersama dengan 
terdakwa;
•    Bahwa pada saat menginap di rumah per.Rahayu, saksi dan terdakwa 
melakukan persetubuhan sebanyak tiga kali;
•    Bahwa saksi kemudian pulang kerumahnya diantar terdakwa pada tanggal 
15 Desember 2013 sekitar pukul 17.00 wita; 
•    Bahwa saksi pergi bersama terdakwa untuk kedua kalinya pada tanggal 10 
Februari 2014, pada saat itu terdakwa bertemu dengan saksi didepan toko 
Planet Surf, terdakwa kemudian merampas kunci motor terdakwa sehingga 
terdakwa terpaksa mengikuti terdakwa menuju rumah orang tua terdakwa di 
Perumnas, lau disitu terdakwa kembali menyetubuhi saksi yang kelima 
kalinya lalu  terdakwa dan saksi menuju Batusitanduk dan bermalam selama 
1 (satu) malam di tribun kemudian menuju daerah Sabbang dan pada saat itu 
terdakwa kembali menyetubuhi saksi sebanyak tiga kali;
•    Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014, terdakwa membawa 
saksi kembali ke Palopo, di daerah Rampoang dan menginap selama satu 
malam, dan terdakwa kembali menyetubuhi saksi untuk yang kesembilan 
kalinya;
•    Bahwa saksi ditemukan oleh orang tuanya pada hari Jumat tanggal 14 
Februari 2014 dirumah teman terdakwa yang berada di Rampoang;
•    Bahwa setiap akan menyetubuhi saksi, terdakwa selalu membujuk dan 
merayu korban;
•     Bahwa saksi masih berusia 15 (lima belas ) tahun;
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Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa 
menyetubuhi saksi tanpa ada paksaan dan suka sama suka.;
2 Hj.Ariani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
•    Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya terdakwa membawa lari 
anak saksi yang bernama Puja Reskia yang masih berusia 15 (lima belas) 
tahun tanpa seizin saksi selaku ibu kandungnya;
•    Bahwa saksi tidak mengenal sebelumnya dengan terdakwa nanti setelah 
saksi mencari anaknya di sekolah lalu diberitahu oleh teman anaknya bahwa 
anak saksi sering pergi bersama dengan terdakwa  lalu saksi meminta teman 
anaknya untuk mengantarkan kerumah terdakwa;
•    Bahwa setelah kerumah terdakwa, saksi bertemu dengan nenek terdakwa 
yang mengatakan bahwa ia melihat Puja datang kerumahnya pada hari Kamis 
pagi tanggal 12 Desember sekitar jam 7.30 wita, kemudian Puja pergi 
bersama dengan terdakwa;
•    Bahwa anak saksil yaitu per.Puja pamit kepada saksi untuk berangkat ke 
sekolah namun pada hari itu, wali kelasnya menelepon saksi bahwa kenapa 
anak saksi tidak pergi ke sekolah sehingga saksi kemudian mencari anaknya 
ke sekolah dan menayakan kepada teman-temannya;
•    Bahwa anak saksi pergi bersama dengan terdakwa selama 3 (tiga) hari 
sejak tanggal 12 sampai dengan 15 Desember 2013;
•    Bahwa untuk kedua kalinya, terdakwa kembali membawa anak saksi 
selama 4 (empat) hari yaitu dari tanggal 10 sampai dengan 14 Februari 2014;
•    Bahwa saksi tidak tahu bagaimana terdakwa menyetubuhi anak saksi;
•    Bahwa saksi tidak tahu kalau anaknya berpacaran dengan terdakwa karena 
saksi tidak pernah melihat terdakwa sebelumnya;
•    Bahwa saksi tidak pernah memaafkan terdakwa;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa bahwa terdakwa 
menyetubuhi saksi tanpa ada paksaan dan suka sama suka.;
3 .Nursiah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
•     Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya terdakwa yang 
merupakan cucu saksi pergi bersama dengan per.Puja;
•    Bahwa ada awalnya saksi sementara tidur didepan TV dirumahnya 
kemudian saksi dibangunkan oleh cucunya bahwa ada per.Puja mencari 
terdakwa dan tidak lama kemudian setelah terdakwa bangun dan pergi mandi 
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lalu pergi bersama dengan Puja namun sekitar pukul 11.00 datang ibu 
per.Puja mencari anaknya dan saksi sampaikan bahwa per.Puja pergi bersama 
dengan Bayu, cucu saksi;
•    Bahwa setahu saksi bahwa Puja dan terdakwa memenag berpacaran;
•    Bahwa setahu saksi bahwa terdakwa tidak memaksa Puja untuk pergi 
bersama;
 Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi 
benar;
4 Rahayu Alias Ayu Binti Saga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan 
sebagai berikut:
•    Bahwa saksi Puja bersama terdakwa pernah datang menginap di kost saksi 
selama 3 (tiga) malam;
•    Bashwa saksi tidak pernah melihat terdakwa bersetubuh dengan Per.Puja 
dalam kamar kostnya;
•    Bahwa pada awalnya terdakwa menelepon saksi menanyakan bahwa 
“dimanako” lalu dijawab saksi”di kost” kemudian terdakwa 
menjawab”bisaka kesitu”lalu saksi bilang”kesinimi” sehingga tidak lama 
kemudian datang terdakwa dan per.Puja menginap dikost saksi;
•     Bahwa Puja dan terdakwa memang berpacaran;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi 
benar;;
5  Hasbi Kaso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
•     Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya terdakwa membawa 
pergi per.Puja tanpa seizin orang tuanya pada hari Kamis tanggal 12 
Desember 2013;
•     Bahwa awalnya ibu Per.Puja datang kerumah saksi mencari anaknya dan 
menyampaikan bahwa Puja tidak masuk sekolah sehingga pada saat itu saksi 
menemani ibu Puja datang ke rumah terdakwa untuk mecari Puja dan 
disampaikan oleh nenek terdakwa bahwa Puja pergi bersama dengan 
terdakwa;
•    Bahwa menurut teman-teman Puja, bahwa Puja dan terdakwa memang 
berpacaran;
•    Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada ibu Per.Puja untuk 
membawa Puja ikut bersamanya;
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 Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi 
benar;
            Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang 
pada pokoknya sebagai berikut:
•    Bahwa terdakwa mengerti sehubungan dengan adanya terdakwa dan 
Per.Puja Reskia pergi bersama pada hari Kamis tanggal                           12 
Desember 2013 dan bermalam selama tiga malam di kontrakan Per.Rahayu 
lalu pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 terdakwa pergi bersama Puja 
untuk kedua kalinya menuju Batusitanduk selama satu malam lalau ke 
Sabbang selama 2 (dua) malam dan terakhir membawa Per.Puja ke 
Rampoang sampai akhirnya Per,Puja ditemukan oleh oarng tuanya;
•     Bahwa terdakwa dan per,Puja sebelumnya memang berpacaran;
•     Bahwa terdakwa sebelumnya pada tanggal 11 Desember 2013 
menghubungi korban Puja via sms bertanya”pergikikah remedial besok?” 
kemudian dijawab oleh Puja”tidak, malaska” lalu terdakwa bertanya 
lagi”singgahki pale dirumah” sehingga keesokan harinya Puja singgah 
dirumah terdakwa namun pada saat itu terdakwa sementara tidur lalu 
dibangunkan oleh Per.Puja, setelah mandi, terdakwa bersama Puja kemudian 
pergi mencari sarapan lalu jalan-jalan dan setelah itu menuju kontrakan 
teman terdakwa, Per.Rahayu dan menginap disana selama 3 (tiga) malam 
sampai ta ggal 15 Desember 2013. Terdakwa kemudian pulang bersama 
Per.Puja;
•    Bahwa pada tanggal 10 Februari 2014, terdakwa janjian bertemu dengan 
Per.Puja didepan toko Planet surf, setelah bertemu, terdakwa kemudian 
mengajak Per.Puja pulang kerumahnya lalu ke Bantusitanduk dan menuju 
Tribun dan menginap di tribun tersebut selama 1 (satu) malam kemudian 
menuju Sabbang bermalam selama 2 (dua) malam kemudian menuju Palopo 
dan menginap lagi selama 1 (satu) malam di Rampoang sampai akhirnya 
Per.Puja ditemukan oleh orang tuanya;
•    Bahwa terdakwa menyetubuhi per.Puja untuk pertama kali pada Bulan Juni 
tahun 2013 dirumah teman terdakwa, pada saat itu terdakwa mengatakan 
pada Puja”kita sayangka ga” lalu dijawab Puja”iya” kemudian terdakwa 
bertanya lagi” kita kasihka pale perawanta kalo kita sayangka” kemudian 
Puja menjawab”tidak bisaa” dan dijawab lagi oleh terdakwa”kalo kita tidak 
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kasihka berarti kita tidak sayangka”, Per.Puja menjawab “bukan begitu 
caranya kalo kita sayangka, sempat kita tinggalkanka nanti” lalu terdakwa 
mencium bibir per.Puja sambil memegang payudaranya lalu menaikkan 
roknya dan membuka celana dalam dan bajunya sampai per.Puja telanjang 
bulat kemudian terdakwa membuka celana dan naik diatas per.Puja kemudian 
memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina korban dan menumpahkan 
spermanya keatas kasur;
•    Bahwa setelah kejadian pada Bulan Juni 2013, pada saat pergi bersama 
dengan Per.Puja, terdakwa menyetubuhi per.Puja selama delapa  kali yaitu 
tiga kali   pada saat menginap dirumah kontrakan Per.Rahayu, kemudian 
pada saat pergi bersama untuk kedua kalinya pada tanggal 10 Februari 2014, 
terdakwa menyetubhi per.Puja dirumahnya di Perumnas sebanyak  satu kali 
kemudian menuju Batusitanduk lalu ke Sabbang, dan setelah di Sabbang, 
terdakwa menyetubuhi per.Puja sebanyak 3 (tiga) kali  dan terkahir pada saat 
menginap di Rampoang, Palopo, terdakwa menyetubuhi korban Puja 
sebanyak satu kali;
•     Bahwa terdakwa menyetubuhi korban sebanyak Sembilan kali dan pada 
saat menyetubuhi tersebut, terdakwa hanya membujuk atau merayu Per.Puja;
•     Bahwa Per.Puja masih berusia 15 (lima belas) tahun;
•     Bahwa terdakwa tidak izin kepada orang tua per.Puja pada saat mau pergi 
bersama;
•     Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa satu 
lembar celana dalam berwarna merah muda;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan 
diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
•    Bahwa terdakwa dan korban Puja Reskia memang berpacaran sebelumnya;
•     Bahwa terdakwa menyetubuhi korban Per.Puja Reskia untuk pertama 
kalinya di kost teman terdakwa di kost teman saksi yaitu per,Dilla di daerah 
Binturu, pada saat itu terdakwa membujuk saksi dengan mentakana”kita 
sayangkah ga?,saksi menjawab ‘iya”lalu terdakwa bertanya lagi”maugika 
kalau saya pecah perawanta?”,korban menjawab”tidak mauka, bukan begitu 
caranya kalau kita sayangka” lalu terdakwa menangis dan 
mengatakan”sempat kita tinggalkanka nanti na kusayang sekaliki, 
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bertanggungjawabjika”, sehingga saksi pun pasrah lalu terdakwa kemudian 
mencium bibir saksi dan membuka celana dalam dan pakaian saksi sehingga 
saksi telanjang bulat kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya 
kedalam vagina saksi sehingga saksi merasa kesakitan lalu terdakwa menarik 
alat kelaminnya;
•    Bahwa pada tanggal 11 Desember 2013, terdakwa menghubungi saksi 
melaui sms dan bertanya “remedialki besok?” kemudian saksi 
menjawab”tidak, malaska” kemudian terdakwa mengajak saksi kerumahnya 
dan keesokan harinya, saksi pamit ke orang tuanya untuk pergi ke sekolah 
namun saksi tidak ke sekolah melainkan kerumah terdakwa;
•    Bahwa kemudian terdakwa dan per.Puja menuju kamar kontrakan teman 
terdakwa yaitu Per.Rahayu dan menginap disana selama 3 (tiga) malam dan 
selama menginap dikontrakan per.Rahayu tersebut, terdakwa menyetubuhi 
Per.Puja Reskia selama tiga kali;
•    Bahwa terdakwa dan korban Puja pulang pada tanggal 15 Desember 2013;
•    Bahwa pada tanggal 10 Februari 2014, terdakwa dan per.Puja bertemu 
didepan toko Surf dan kemudian mereka berdua pergi jalan-jalan lalu menuju 
rumah terdakwa di Perumnas, dan pada saat itu terdakwa kembali 
menyetubuhi korban sebanyak satu kali kemudian mereka menuju Batu 
sitanduk dan menginap ditribun selama satu malam lalu menuju daerah 
Sabbang dan dimenginap dirumah teman terdakwa dan pada saat menginap 
di Sabbang, terdakwa menyetubuhi korban selama tiga kali kemudian 
kembali ke Palopo dan menginap selama satu malam dan disitu terdakwa 
kembali menyetubuhi korban sebanyak satu kali;
•    Bahwa terdakwa menyetubuhi korban Per.Puja Reskia sebanyak Sembilan 
kali;
•    Bahwa setiap menyetubuhi korban, terdakwa selalu membujuk dan merayu 
korban sehingga korban mau disetubuhi;
•    Bahwa korban Per.Puja Reskia masih berusia 15 (lima belas) tahun;
Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan 
dakwaan tunggal, melanggar Pasal 81 ayat (2) UU No 23 tahun 2002 tentang 
perlindungan anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 
1 Setiap orang ;
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2 Dengan sengaja ;
3 Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk 
melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;
4 Jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan 
kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus 
dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ; 
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim 
mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad.1 Unsur Setiap Orang ;
              Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah siapa saja, setiap 
orang selaku subyek hukum pidana yang didakwa telah melakukan tindak pidana dan 
dalam hal ini yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa Ardiansyah 
Harbi Alias Bayu Bin Harbi yang membenarkan seluruh identitasnya seperti tersebut 
pada awal surat dakwaan  ini.
   Menimbang, bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta pada 
diri terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya 
dengan demikian perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan.
          Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi.
Ad.2. Unsur dengan sengaja
          Menimbang, bahwa pada umumya KUHP tidak memberikan defenisi(batasan) 
mengenai kesengajaan dan kelalaian kecuali Pasal 18 KUUHPidana Swis yang 
menentukan bahwa barang siapa melakukan perbuatan dengan mengetahui dan 
menghendakinya maka dia melakukan perbuatan itu dengan sengaja;
          Menimbang, bahwa defenisi singkat itu bersesuaian dengan Memorie Van 
Toelichting ( MvT) bahwa suatu perbuatan kriminal dilakukan dengan sengaja bilaman 
pembuat delik menyadari perbuatannya bahwa dengan perbuatannya atau pengabaiannya 
(perbuatan negative atau pasif) dapat menimbulkan konsekuensi (akibat) yang dilarang, 
Jadi dapat disimpulkan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui akibat apa 
yang dilakukan;
           Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa terdakwa 
menyetubuhi korban sebanyak sembilan kali, dimana persetubuhan yang pertama 
dilakukan terdakwa dan korban Puja Reskia pada bulan Juni 2013 di rumah teman 
terdakwa yaitu perempuan Dilla, di daerah Binturu, pada saat itu terdakwa membujuk 
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saksi dengan mengatakan”kita sayangkah ga?,saksi menjawab ‘iya”lalu terdakwa 
bertanya lagi”maugika kalau saya pecah perawanta?”,korban menjawab”tidak mauka, 
bukan begitu caranya kalau kita sayangka” lalu terdakwa menangis dan 
mengatakan”sempat kita tinggalkanka nanti na kusayang sekaliki, bertanggungjawab 
jika”, sehingga saksi pun pasrah lalu terdakwa kemudian mencium bibir saksi dan 
membuka celana dalam dan pakaian saksi sehingga saksi telanjang bulat kemudian 
terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina saksi sehingga saksi merasa 
kesakitan lalu terdakwa menarik alat kelaminnya. Bahwa kemudian pada bulan 
Desember tahun 2013, pada tanggal 11 Desember 2013, terdakwa menghubungi saksi 
melaui sms dan bertanya “remedialki besok?” kemudian saksi menjawab”tidak, 
malaska” kemudian terdakwa mengajak saksi kerumahnya dan keesokan harinya, saksi 
pamit ke orang tuanya untuk pergi ke sekolah namun saksi tidak kesekolah melainkan 
kerumah terdakwa, bahwa setelah itu terdakwa berboncengan dengn saksi pegi jalan-
jalan, lalu ada sms ibu masuk keHp saksi bahwa ibu saksi mencarinya ke sekolah 
sehingga saksi takut pulang lalu saksi dan terdakwa menuju rumah per.Ayu, teman saksi 
dan menginap disana selama 3 (tiga) malam bersama dengan terdakwa dan pada  saat 
menginap dirumah per.Rahayu, saksi dan terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak 
tiga kali dan setelah itu terdakwa mengantarkan Puja pulang kerumahnya pada tanggal 
15 Desember 2013;
          Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bahwa pada saat kejadian 
kedua, terdakwa dan korban Per.Puja Reskia, bertemu didepan planet surf lalu kedua 
pergi bersama naik motor korban lalu menuju rumah terdakwa diperumnas, dan pada 
saat itu terdakwa kembali menyetubuhi korban sebanyak satu kali kemudian mereka 
menuju Batu Sitanduk dan menginap ditribun selama satu malam lalu menuju daerah 
Sabbang dan dimenginap dirumah teman terdakwa dan pada saat menginap di Sabbang, 
terdakwa menyetubuhi korban selama tiga kali kemudian kembali ke Palopo dan 
menginap selama satu malam dan disitu terdakwa kembali menyetubuhi korban 
sebanyak satu kali;
         Menimbang,  bahwa terdakwa dan saksi-saksi menerangkan dipersidangan bahwa 
terdakwa menghendaki dan mengetahui akibat perbuatannya menyetubuhi korban 
Per.Puja Reskia akan tetapi terdakwa tetap menyetubuhi korban, oleh karena menurut 
terdakwa bahwa mereka melakukannya karena mereka berdua memang pacaran, 
sehingga unsur ini terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;
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AD.3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk 
melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;
           Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, terbuktinya salah satu unsur, 
maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi;
           Menimbang, bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 
(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
           Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, terdakwa bahwa bahwa 
berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa terdakwa menyetubuhi korban sebanyak 
sembilan kali, dimana persetubuhan yang pertama dilakukan terdakwa dan korban Puja 
Reskia pada bulan Juni 2013 di rumah teman terdakwa yaitu perempuan Dilla, di daerah 
Binturu, pada saat itu terdakwa membujuk saksi dengan mengatakan ”kita sayangkah 
ga?,saksi menjawab ‘iya”lalu terdakwa bertanya lagi”maugika kalau saya pecah 
perawanta?”,korban menjawab ”tidak mauka, bukan begitu caranya kalau kita 
sayangka” lalu terdakwa menangis dan mengatakan”sempat kita tinggalkanka nanti na 
kusayang sekaliki, bertanggungjawab jika”, sehingga saksi pun pasrah lalu terdakwa 
kemudian mencium bibir saksi dan membuka celana dalam dan pakaian saksi sehingga 
saksi telanjang bulat kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina 
saksi sehingga saksi merasa kesakitan lalu terdakwa menarik alat kelaminnya. Bahwa 
kemudian pada bulan Desember tahun 2013, pada tanggal 11 Desember 2013, terdakwa 
menghubungi saksi melaui sms dan bertanya “remedialki besok?” kemudian saksi 
menjawab”tidak, malaska” kemudian terdakwa mengajak saksi kerumahnya dan 
keesokan harinya, saksi pamit ke orang tuanya untuk pergi ke sekolah namun saksi tidak 
ke sekolah melainkan kerumah terdakwa, bahwa setelah itu terdakwa berboncengan 
dengn saksi pegi jalan-jalan, lalu ada sms ibu masuk keHp saksi bahwa ibu saksi 
mencarinya ke sekolah sehingga saksi takut pulang lalu saksi dan terdakwa menuju 
rumah per.Ayu, teman saksi dan menginap disana selama 3 (tiga) malam bersama 
dengan terdakwa dan pada  saat menginap dirumah per.Rahayu, saksi dan terdakwa 
melakukan persetubuhan sebanyak tiga kali dan setelah itu terdakwa mengantarkan Puja 
pulang kerumahnya pada tanggal 15 Desember 2013;
          Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bahwa pada saat kejadian 
kedua, terdakwa dan korban Per.Puja Reskia, bertemu di depan toko Planet surf lalu 
kedua pergi bersama naik motor korban lalu menuju rumah terdakwa di  perumnas, dan 
pada saat itu terdakwa kembali menyetubuhi korban sebanyak satu kali kemudian 
mereka menuju Batu Sitanduk dan menginap ditribun selama satu malam lalu menuju 
daerah Sabbang dan dimenginap dirumah teman terdakwa dan pada saat menginap di 
Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2014./PN.Plp.
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id







































































Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Sabbang, terdakwa menyetubuhi korban selama tiga kali kemudian kembali ke Palopo 
dan menginap selama satu malam dan disitu terdakwa kembali menyetubuhi korban 
sebanyak satu kali sampai korban Puja Reskia ditemukan oleh keluarganya;
         Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan dipersidangan bahwa setiap kali 
menyetubuhi korban Puja Reskia, terdakwa selalu membujuk dan merayu korban 
sehingga korban mau disetubuhi, bahwa korban pada saat kejadian masih berusia 15 
(lima belas) tahun, dengan demikian unsur ini terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;
AD.4 Unsur Jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan 
kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus 
dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;
Menimbang, bahwa “Perbuatan Berlanjut” diatur dalam pasal 64 KUHPidana 
menyatakan sebagai berikut : “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – 
masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa 
hingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (Voortgezette Handeling), 
maka hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda – beda, yang dikenakan yang 
memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”; 
Menimbang, bahwa menurut R. Susilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana serta komentar – komentarnya lengkap pasal demi pasal, penerbit 
Politeia, Bogor, 1985, hal. 81-82, menyebutkan perbuatan yang satu sama lain ada 
hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan 
menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat – syarat ; 
• Harus timbul dari satu niat, atau kehendak, atau keputusan ; 
• Perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya ;
• Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama ;
          Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa terdakwa 
menyetubuhi korban Puja Reskia sebanyak 9 (sembilan) kali semenjak kejadian pertama 
pada bulan Juni 2013, kemudian setelah kejadian pertama terdakwa dan korban Puja 
Reskia pergi bersama dengan terdakwa, terdakwa kembali menyetubuhi korban yaitu 
sebanyak tiga kali pada saat terdakwa dan korban menginap di rumah temannya yaitu 
per.Rahayu, kemudian pada saat korban dan terdakwa pergi bersama untuk kedua 
kalinya pada tanggal 10 Februari 2014, terdakwa menyetubuhi korban Puja Reskia 
sebanyak satu kali dirumah terdakwa di Jalan Garuda, lalu menyetubuhi korban 
sebanyak tiga kali pada saat menginap di daerah Sabbang dan terakhir terdakwa 
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menyetubuhi korban sebanyak satu kali pada saat meniginap didaerah Rampoang, 
Palopo;
            Menimbang,  bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsure ini 
terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;
Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU No 23 
tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 64 (1) KUHP telah terpenuhi, maka 
Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan 
tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Penuntut Umum ;
Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang 
menuntut Terdakwa selama 9 (Sembilan) tahun pidana penjara, menurut Majelis Hakim 
terlalu memberatkan Terdakwa karena Terdakwa Ardiansyah berumur 18 (delapan 
belas) tahun dan masih tergolong sangat muda sehingga masih dapat dibina perilakunya, 
maka demi masa depan Terdakwa patutlah dipertimbangkan berat ringannya pidana 
yang akan dijatuhkan pada Terdakwa ;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim 
dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa akan melihat akibat yang 
ditimbulkan apabila Terdakwa yang masih sangat muda terlalu lama berada di dalam 
Lembaga Pemasyarakatan, akan sangat mempengaruhi perkembangan mental terhadap 
diri Terdakwa sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lamanya akan 
disebutkan dalam amar putusan ini dengan memperhatikan segala aspek terutama masa 
depan Terdakwa sehingga penjatuhan hukuman tersebut bukanlah sebagai pembalasan 
atas perbuatannya akan tetapi sebagai pelajaran bagi Terdakwa agar tidak lagi 
mengalangi perbuatannya ; 
Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-
hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan 
pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan 
perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka 
harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan 
penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut 
harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
             Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap 
Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap 
berada dalam tahanan;
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            Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana dalam (CD) 
warna merah muda,statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; 
Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa  maka perlu 
dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan 
Terdakwa;
Keadaan  yang  memberatkan:
•  Perbuatan terdakwa merusak masa depan korban
•  Perbuatan terdakwa membuat malu dan aib keluarga korban
Keadaan yang meringankan:
•  Terdakwa menyesali perbuatannya
•  Terdakwa masih muda sehingga masih bisa memperbaiki diri
•  Terdakwa belum pernah dihukum dan berjanji tidak mengulangi 
perbuatannya ;
• Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
  Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana  maka haruslah 
dibebani pula untuk membayar biaya perkara; 
Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan 
anak Jo Pasal 64 (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
MENGADILI:
1 Menyatakan Terdakwa ARDIANSYAH HARBI Alias BAYU Bin HARBI 
tersebut diatas, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
“Persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan secara berlanjut” 
sebagaimana dakwaan  Penuntut Umum;
2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 
selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan ;
3 Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam 
puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti 
dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
4 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
5  Menetapkan Terdakwa tetap ditahan 
6  Menetapkan barang bukti berupa:
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- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda, dirampas untuk dimusnahkan;
                    
7 Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah   Rp.2000,-. 
(seribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan 
Negeri Kelas I B Palopo  pada hari Senin, tanggal 09 Juni 2014 oleh IRMAWATI 
ABIDIN, S.H, sebagai Hakim Ketua, TAHIR, S.H. dan BEAUTY D.E. SIMATAUW, 
S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka 
untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi 
para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SRI MARYATI,SH, Panitera Pengganti 
pada Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo serta dihadiri oleh ANDI IRMA PURNAMA 
SARI, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;   
Hakim-hakim Anggota,                                         Hakim Ketua,
      Ttd.          Ttd.           
         TAHIR, S.H.                                        IRMAWATI ABIDIN, S.H
      Ttd.  
      BEAUTY D.E.SIMATAUW, S.H.  
                                                                                          Panitera Pengganti, 
Ttd.
                                                                                         SRI MARYATI, S.H.
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